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ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul “Analisis dan 

Proses Penanganan Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Panti 

Asuhan Kabupaten Gresik”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang 

dituangkan dalam 3 rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana dinamika tindak pidana 

penganiayaan terhadap anak dari sebelum dan sesudah pandemi covid – 19 pada 

tahun 2018 hingga 2021 ?, 2. Bagaimana analisis proses penanganan terhadap kasus 

tindak pidana penganiayaan di panti asuhan Kabupaten Gresik ?. 

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan Teknik pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Teknik analisis 

data menggunakan deskriptif deduktif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Keluarga 

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten 

Gresik. 

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasannya, terdapat lonjakan data kasus 

yang terjadi pada era pandemi covid-19. Pada tahun 2018 yang terjadi 65 kasus, 

tahun 2019 berjumlah 85 kasus, tahun 2020 berjumlah 90 kasus, serta tahun 2021 

berjumlah 117 kasus. Proses penanganan kasus dimulai dari keluarga korban MFS 

dan DRS mendatangi Dinas KBPPPA untuk melaporkan telah terjadinya 

penganiayaan anak di salah satu panti asuhan Kabupaten Gresik yang didiami oleh 

korban, setelah team dari Dinas KBPPPA menerima laporan kemudian team yang 

bertugas akan membuat surat laporan untuk diserahkan kepada kepolisian Kabupaten 

Gresik untuk diusut tuntas, para pihak dari Dinas KBPPPA akan menemani hingga 

proses kelanjutan kasus selesai dan tuntas. Tidak hanya itu pihak Dinas KBPPPA 

akan melakukan rehabilitasi kepada korban untuk mengurangi rasa trauma dan luka 

yang diakibatkan dari tindak pidana penganiayaan. 

Saran kepada masyarakat, perlu dipahami bahwa dilihat dari data kasus yang ada 

tindak pidana penganiayaan anak harus lebih diperhatikan dan diusut tuntas agar 

tidak terjadi di daerah Kabupaten Gresik. Penanganan serta penanggulangan kasus 

tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap anak dapat dilaksanakan paling 

awal dalam ruang lingkup kehidupan berkeluarga, seperti mengajarkan anak – anak 

menjaga keimanan, membangun kemistri yang baik antara anak dan orang tua, 

menjelaskan dan mensosialisasikan kepada anak agar tidak mudah percaya kepada 

orang lain, mengawasi pergaulan anak, serta mendampingi anak dalam setiap 

kegiatan apapun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kajian tentang anak mulai berubah dan berbeda awalnya, anak sendiri 

dianggap sebagai bagian kekuasaan domestik orang tua sehingga pihak lain tidak 

memiliki akses terhadap kewenangan mendidik, menumbuhkembangkan dan 

melindungi perkembangan anak. Dewasa ini, anak bukan hanya masalah 

domestik tapi sudah menjadi masalah serius yang menarik beragam pihak. Tidak 

hanya itu, pembahasan tentang anak untuk saat ini menjadi sorotan penting bagi 

pemerintah Indonesia dan masyarakat. Anak sendiri dapat ditafsir sebagai bagian 

penting yang dapat dikaji dan dibahas dari sisi fisiknya, sisi lingkungannya, dan 

juga sisi kepribadiannya.1 

Setiap sisi yang dimiliki anak, maka berbeda pula dengan anak lainnya. Anak 

sendiri memiliki hak, tanggung jawab, serta peran yang harus didapati oleh setiap 

anak tanpa memandang suku, budaya, agama, serta keberadaan orang tua. 

Kehidupan anak dianggap sebagai benih, tunas, maupun bibit dari orang tua yang 

akan meneruskan suatu aktivitas, baik aktivitas orang tua itu sendiri, aktivitas 

bangsa, aktivitas negara, dan aktivitas agama. Peran anak dalam lingkungan 

keluarga menempati sebagai penerus keturunan, acuan orang tua ketika berusia 

lanjut, memberi status sosial terhadap orang tua dan keluarganya, serta sebagai 

1
 Yusuf Syamsu, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2004), 120. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

penerus hak dan kewajiban yang telah ditanamkan oleh orang tuanya dikalangan 

keluarga dan lingkungan masyarakat. 

Demi mewujudkan tanggung jawab anak agar dapat diraih dengan sukses, 

maka faktor perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh DNA 

(deoxyribonucleic acid) orang tua melainkan juga dukungan lingkungan yang 

sehat, bersih, dan ramah dengan perkembangan anak. Pengaruh DNA 

(deoxyribonucleic acid) dan faktor pendidikan anak memang penting. Walaupun 

demikian, dukungan lingkungan juga memiliki peranan yang tidak bisa 

dikesampingkan. Hak yang dimiliki anak dapat diwujudkan dengan peran serta 

orang tua yang melindungi dan mensejahterahkan kehidupan dan martabat 

seorang anak. Jika anak diasuh dengan baik dan memperoleh dukungan dari 

lingkungannya, maka anak akan mendapatkan masa pertumbuhan yang baik dan 

layak, serta anak akan dapat memikul tanggung jawabnya. 

Anak untuk tumbuh dan berkembang harus dijauhkan dengan kejahatan yang 

menimpanya, baik dalam bentuk penganiayaan, kekerasan, atau penculikan. 

Dewasa ini anak menjadi bagian dari maraknya kasus tindak pidana 

penganiayaan, yang sering bermunculan adalah anak sebagai korbannya. Bentuk 

penganiayaan anak yang dilakukan pelaku tidak hanya menyerang fisik, namun 

adakalanya menyerang mental dan psikis anak tersebut. Laporan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima laporan kasus 

penganiayaan anak sejumlah 1.192 laporan. Kemudian kasus penganiayaan anak 
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pada tahun 2021 mencapai jumlah titik 1.615 laporan. Fakta ini bukan hanya 

mengejutkan melainkan juga menyedihkan. Anak harus dilindungi dan diberi 

kasih sayang pada lingkungan tertentu malah menerima penganiayaan yang tidak 

diinginkan.2 

Marsaid dalam buku yang berjudul “Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam 

Perspektif Hukum Islam” memberikan penjelasan bahwa memahami anak 

bukanlah hal yang mudah dilakukan. Marsaid memberikan tiga definisi yang 

menjelaskan pengertian dari anak. Anak dalam Kamus Besar Bahas Indonesia 

(KBBI) diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Selain mengutip KBBI, 

Marsaid juga mengutip pengertian anak dari ahli lainnya. Kutipan pendapat dari 

ahli Soedjono Dirjsisworo menjelaskan bahwa dalam hukum adat, anak ialah 

mereka yang saat ini belum dapat menentukan bentuk - bentuk fisik yang konkret 

bahwa mereka telah dewasa.3 

Penganiayaan anak yakni salah satu jenis dari tindak pidana. Penjabaran 

definisi tentang tindak pidana saat ini sangat luas baik di buku, media online, 

serta argumentasi para ahli. Penulis yang bernama Lamintang dalam bukunya 

yang berjudul “Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia” memaparkan kata tindak 

pidana berasal dari istilah yang telah diketahui didalam hukum Belanda yakni 

“straafbar feit”. Definisi straafbar memiliki arti dapat dihukum, kemudian feit 

2
IDN Times, “Selama 2019, KPAI Terima Seribu Kasus Kekerasan Anak”, 

https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/kpai-kekerasananak-paling banyak-terjadi-

dalam-pengasuhan-regional-jabar/full,"diakses pada 02 November 2021. 
3
 Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah), 

(Palembang: Noerfikri, 2015), 56. 
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memiliki arti suatu kenyataan yang dapat dihukum.4 Berbeda dengan pemaparan 

para ahli, Suringa dan Hazewinkel mengatakan bahwa tindak pidana (straafbar 

feit) yaitu suatu perilaku dan sikap manusia yang dalam suatu saat tertentu telah 

ditolak di dalam pergaulan kehidupan tertentu serta dianggap sebagai tindakan 

atau sikap yang harus diadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan saran 

yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Tindak pidana juga memiliki 

pengertian yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang telah ditetapkan oleh 

undang -undang dan akan mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain, 

maupun kelompok.5 

Kajian tindak pidana didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dijabarkan 2 unsur yang menaungi tindak pidana yaitu : 

a) Unsur – unsur subjektif

a). Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 

b). Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 

c). Macam – macam maksud 

d). Perasaan takut 

b) Sedangkan unsur – unsur objektif

a). Sifat melanggar Hukum 

b). Kualitas dari si pelaku 

4
P.A.F Lamintang, Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 

2011),181. 
5
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori - Teori 

Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 72. 
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5 

c) Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu Tindakan sebagai penyebab

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat6

Jenis tindakan pidana adalah tindakan kekerasan terhadap tubuh yang 

mempunyai kata lain “Penganiayaan”. Pada penjabaran di buku yang telah 

disusun oleh P.A.F Lamintang, penganiayaan memiliki definisi yaitu perbuatan 

kesengajaan menimbulkan akibat kerugian dan rasa sakit terhadap fisik manusia 

lain. Oleh karena itu seseorang dapat disebutkan telah melakukan tindak pidana 

penganiayaan, orang tersebut harus memiliki opzet atau suatu unsur kesengajaan 

guna mengakibatkan rasa sakit pada manusia lain atau merugikan kesehatan orang 

lain.7 Definisi tindak pidana memiliki beberapa unsur yaitu : kesalahannya : 

kesengajaan, perbuatan : melukai berat, objek : tubuh orang lain, akibat : luka. 

Tindak pidana penganiayaan dalam klausa hukum diatur dalam pasal 351 Kitab 

Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), didalam pasal tersebut terdapat 3 ayat 

yang menjelaskan sebagai berikut : 

1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah 

2) Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat, yang bersalah diancam

dengan pidana penjara paling lama lima tahun 

6
 Moeljatno, Asas - Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2008), 201. 

7
 P.A.F Lamintang, Delik - Delik Khusus (Bandung: Binacipta, 1986), 110. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 

3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh

tahun8

Pengertian penganiayaan saat ini bukan hanya menyerang manusia dewasa 

saja melainkan anak – anak juga dapat menjadi korban. Tindak pidana 

penganiayaan terhadap anak dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum 

yang dengan sengaja melukai fisik, mental, dan psikis anak – anak. Jika ditarik 

dari beberapa penjabaran, maka suatu perbuatan akan mencul sebuah istilah sebab 

– akibat. Penganiayaan terhadap anak memiliki sebab yaitu kemungkinan besar

pelaku memiliki rasa kesal atau dendam tersendiri terhadap korban. Sedangkan 

akibat dari penganiayaan anak terbagi menjadi dua bagian, dengan penjabaran 

sebagai berikut : 

a) Akibat jangka pendek

Akibat jangka pendek penganiayaan anak akan berhubungan dengan tubuh 

atau masalah dengan fisiknya, antara lain : luka memar, luka bakar, patah 

tulang, kerusakan pada bagian – bagian tertentu tubuh anak tersebut. Selain 

itu penganiayaan anak dapat pula berakibat dalam diri anak, akibat yang 

terjadi adalah gangguan emosional atau perubahan, seperti anak akan menjadi 

pendiam, menangis, dan menyendiri. 

b) Akibat jangka panjang

Akibat jangka panjang penganiayaan anak berhubungan dengan dalam 

diri, anak akan mengalami depresi dan trauma yang mendalam. Depresi yang 

8
 Tim Redaksi, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (Pustaka Buana, 2014), 577. 
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7 

terjadi pada anak akan lebih sulit dihilangkan karena anak – anak masih 

belum bisa berfikir pada masa yang akan datang. 

Perbuatan melawan hukum semacam tindak pidana penganiayaan anak juga 

dapat dicegah dengan berbagai macam cara. Pencegahan penganiayaan anak 

dapat dilakukan baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun tempat bermainnya. 

Bentuk pencegahan yang dapat dilakukan adalah mengadakan sosialisasi terhadap 

orang tua agar dapat menempatkan posisi anak di titik yang benar, seperti 

lingkungan pergaulan yang baik dan ramah. 

Negara Indonesia sebagai negara hukum telah mengakui perlindungan anak 

yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang – undangan. 

Perlindungan anak secara Internasional Negara Indonesia sebagai negara yang 

telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990,

maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada kepala negara untuk 

mengimplementasikan hak anak sebagai salah satu perlindungan anak. Konvensi 

hak untuk mewujudkan perlindungan anak yang sukses secara garis besar 

menegaskan, bahwa kategori memiliki 4 jenis hak anak, yaitu :9 

1) Hak atas Kelangsungan Hidup (Survival Rights)

2) Hak atas Perlindungan (Protevtion Rights)

3) Hak atas Perkembangan (Development Rights)

4) Hak atas Berpartisipasi (Participation Rights)

9
Joni Muhammad, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, 

(Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1999), 68. 
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Perlindungan anak tidak hanya dipandang secara Internasional saja, namun 

secara Nasional perlindungan anak di Negara Indonesia dituangkan di dalam 

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada 

pasal 3 undang – undang perlindungan anak menyebutkan, bahwa tujuan 

perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar mendapati 

hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabatnya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi 

demi terwujudnya anak Negara Indonesia yang memiliki kualitas, berakhlak 

mulia, dan sejahtera.10 

Terdapat salah satu kasus perbuatan pidana penganiayaan anak di salah satu 

daerah Indonesia, tepatnya di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik. Tindak 

penganiayaan ini didapati oleh 2 anak panti asuhan yang menjadi korban 

kekerasan pada fisik. Dengan adanya kasus tersebut hak anak di Kabupaten 

Gresik saat ini patut dipertanyakan pada dinas yang terkait, yaitu Dinas Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) 

Kabupaten Gresik. 

Berdasarkan konteks terhadap maraknya tindak pidana penganiayaan anak 

saat ini dari tahun demi tahun semakin meningkat. Maka dengan melihat situasi 

saat ini muncullah sebuah permasalahan yang hendak dijadikan objek penelitian 

10
 Republik Indonesia, Undang - Undang Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak, (Jakarta: Republik Indonesia, 2002), 67. 
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yaitu dengan judul “Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan 

Anak di Panti Asuhan Kabupaten Gresik”. Dari hasil temuan ini nantinya 

dapat diperuntukkan sebagai salah satu rujukan dari penelitian – penelitian yang 

akan datang. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Pada penjabaran latar belakang masalah sebelumnya, terdapat identifikasi 

masalah yang dapat diambil. Identifikasi masalah dipergunakan untuk 

memudahkan isi penjelasan yang akan dipaparkan. Identifikasi masalah tersebut 

terbagi menjadi beberapa penjabaran yakni : 

1) Anak merupakan korban tindak pidana penganiayaan

2) Tingkat kasus tindak pidana penganiayaan anak mengalami peningkatan di

Kabupaten Gresik

3) Penyebab tindak pidana penganiayaan anak

4) Upaya perlindungan hak anak terhadap tindak pidana penganiayaan di panti

asuhan

5) Metode penanggulangan tindak pidana anak

6) Penegakan undang – undang perlindungan anak terhadap tindak pidana

penganiayaan anak

Kajian dari identifikasi masalah diatas, dapat diambil beberapa sebagai 

batasan masalah yang akan dipergunakan sebagai penelitian. Adapun batasan 

masalah antara lain : 

1) Grafik peningkatan data tindak pidana penganiayaan terhadap anak di

Kabupaten Gresik 

2) Proses Penanganan kasus tindak pidana penganiayaan anak di panti asuhan

Kabupaten Gresik 
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C. Rumusan Masalah 

Pada penjabaran identifikasi masalah dan batasan masalah, penelitian ini 

memiliki beberapa rumusan masalah yang akan dipaparkan. Rumusan masalah 

yang ada akan dipergunakan agar pengkategorian pembahasan tidak bertele – tele. 

Rumusan masalah tersebut, dijabarkan dengan : 

1) Bagaimana dinamika tindak pidana penganiayaan terhadap anak dari sebelum

dan sesudah pandemi covid – 19 pada tahun 2018 hingga 2021 di Kabupaten 

Gresik ? 

2) Bagaimana proses penanganan kasus tindak pidana penganiayaan anak di

panti asuhan Kabupaten Gresik ? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin diperoleh atas proses penulisan skripsi kali ini 

sangat beragam. Tujuan penilitian diharapkan dapat menjelaskan rumusan 

masalah yang sudah disampaikan sebelumnya. Adapun ruang lingkup tujuan 

penelitian yang akan dicapai, antara lain : 

1) Mendeskripsikan dinamika tindak pidana penganiayaan anak dari sebelum

dan sesudah pandemi covid – 19 saat tahun 2018 hingga 2021 di Kabupaten 

Gresik. 
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2) Menganalisis proses penanganan  kasus tindak pidana penganiayaan anak di

panti asuhan Kabupaten Gresik. 

E. Kegunaan Penelitian 

Rincian pada tujuan penelitian diatas, maka ada beberapa penjabaran yang 

akan dikemukakan di dalam point kegunaan penelitian ini. Adapun kegunaan 

penelitian yang dipaparkan, yaitu : 

1) Hasil penelitian ini akan berguna untuk menambah luasnya ilmu pengetahuan

terkait dengan proses penanganan kasus tindak pidana penganiayaan anak di 

panti asuhan Kabupaten Gresik, sehingga akan bisa menghasilkan sebuah 

pengetahuan baru. 

2) Penelitian ini akan menambah perbendaharaan materi hukum pidana sebagai

pijakan kurikulum dan pembelajaran mata kuliah hukum pidana. 

a. Aspek keilmuan (teoritis)

Penelitian ini diharapkan memiliki tujuan untuk memberikan 

gambaran mengenai konsep dan faktor yang melatar belakangi, 

memberikan tempat dalam memahami proses penanganan kasus tindak 

pidana penganiayaan anak di panti asuhan Kabupaten Gresik. 

b. Aspek Terapan (praktis)

Penelitian ini dibuat agar mampu menjelaskan informasi khusus bagi 

diri sendiri atau pribadi dan masyarakat luas pada umumnya tentang 
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proses penanganan kasus tindak pidana penganiayaan anak di panti asuhan 

Kabupaten Gresik. 

Aspek praktis memiliki tujuan yaitu : 

a) Penelitian ini diharapkan akan bisa digunakan untuk saran bagi semua

pihak yang terlibat dengan pengambilan kebijakan, seperti pengadilan 

negeri, kepolisian, dan juga masyarakat pada umumnya terkait tindak 

pidana penganiayaan terhadap anak. 

b) Penelitian ini menjadi salah satu masukan dan salah satu referensi bagi

daerah – daerah lain karena model interaksi ini adalah salah satu 

bagian yang terpenting agar dapat menjelaskan tentang proses 

penanganan kasus tindak pidana penganiayaan anak di panti asuhan 

Kabupaten Gresik. 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan penjabaran singkat tentang penelitian - penelitian 

terdahulu yang sudah ada atau yang hampir sama dengan masalah yang akan 

diteliti, akan tetapi tentu akan ada perbedaan dari satu penelitan terhadap 

penelitan lainya, dan penelitian ini juga bukan termasuk penelitian pengulangan 

atau duplikat sebab belum ada yang mengambil penelitian tersebut. Penelitan 

yang hampir sama dengan tema penulisan yakni : 

1) Penelitian yang dengan judul “Penganiayaan Terhadap Anak” yang ditulis

oleh Ida Bhagawan Istri Suwitra Pradnya, mahasiswa Universitas Udayana 
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Bali pada tahun 2019. Fokus pembahasanya adala penganiayaan terhadap 

anak. Perbedaan dari peneitian skripsi ini yaitu terhadap proses penanganan 

tindak pidana penganiayaan anak oleh Dinas Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten 

Gresik. Nilai pembaruan yaitu pada penelitian sebelumnya tidak memaparkan 

proses penanganan, sedangkan dalam penelitian ini menyebutkan bagaimana 

proses penanganan kasus tindak pidana penganiayaan anak.11 

2) Penelitian yang dengan judul “Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang

Melakukan Penganiayaan Terhadap Anaknya” yang ditulis oleh Risky 

Agustian, mahasiswa Univrsitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 

2020. Fokus pembahasannya adalah penganiayaan terhadap anak kandungnya 

sendiri. Perbedaan dari penelitian skripsi ini yaitu terletak pada siapa pelaku 

tindak pidana penganiayaan anak. Nilai pembaruan yaitu pada penelitian 

sebelumnya tindak pidana penganiayaan anak dilakukan oleh orang tua, 

sedangkan pada penelitian ini dilakukan oleh anak dari pemilik panti asuhan.12 

3) Penelitian yang dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan

Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat” yang ditulis oleh Nurindah 

Eka Fitriani, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2017. 

Fokus pembahasannya adalah penganiayaan terhadap anak yang 

11
Ida Bhagawan Istri Suwitra Pradnya, "Penganiayaan Terhadap Anak", (Skripsi) -- Universitas 

Udayana, Bali, 2019. 
12

 Risky Agustian, "Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap 

Anaknya", (Skripsi) -- Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2020. 
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mengakibatkan luka berat. Perbedaan dalam penelitian skripsi ini yaitu pada 

akibat pelukaan yang terjadi kepada korban tindak pidana penganiayaan anak. 

Nilai pembaruan yakni pada penelitian sebelumnya penganiayaan yang 

dilakukan berakibat luka berat, sedangkan pada penelitian ini berakibat luka 

ringan.13 

4) Penelitian yang dengan judul “Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap

Orang Tua Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” yang 

ditulis oleh Mila Istiqomah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah pada tahun 2019. Fokus pembahasannya adalah penganiayaan 

anak menurut hukum positif dan hukum islam. Perbedaan dengan penelitian 

skripsi ini yaitu terletak pada pembahasan teori hukumnya. Nilai pembaruan 

yakni terletak pada teori pembahasannya dimana penelitian terdahulu 

memaparkan 2 pembahasan, yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana 

islam. Sedangkan pada penelitian ini hanya memaparkan hukum positif saja.14 

5) Penelitian berjudul “Kekerasan Terhadap Anak oleh Orang Tua yang Stress”

yang ditulis oleh Lulu’il Maknun, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah pada tahun 2016. Fokus pembahasannya adalah kekerasan yang 

dilakukan oleh orang tua kandungnya yang memiliki penyakit gangguan jiwa. 

Perbedaan dengan penelitian skripsi ini yaitu terletak pada siapa pelaku dan 

13
 Nurindah Eka Fitriani, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang 

Mengakibatkan Luka Berat", (Skripsi) -- Universitas Hasanuddin Makassar, 2017. 
14

 Mila Istiqomah, "Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana 

Positif Dan Hukum Pidana Islam", (Skripsi) -- Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. 
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bagaimana kondisi kejiwaan si pelaku. Nilai pembaruan yaitu terletak pada 

kondisi pelaku dimana penelitian terdahulu pelaku memiliki kondisi kejiwaan 

yang kurang sehat, sedangkan pada penelitian ini penganiayaan dilakukan 

pelaku secara sadar dan sehat.15  

6) Penelitian yang memiliki judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan

seksual Anak” yang ditulis oleh Rianawati, mahasiswa Institut Agama Islam 

Pontianak. Fokus pembahasannya adalah upaya perlindungan berbagai pihak 

jika terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak. Perbedaan dalam 

penelitian skripsi ini terletak pada kasus yang dibahasnya. Nilai pembaruan 

yaitu terletak pada kasus dan tindak pidana yang dilakukan, dimana pada 

penelitian terdahulu membahas tentang kasus kekerasan seksual, sedangkan 

pada penelitian ini membahas kasus tindak pidana penganiayaan anak.16 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional memiliki tujuan untuk memperjelas serta menghindari 

kesalahpahaman dalam menafsirkan kalimat dalam pembahasan penelitian. Akan 

adanya hal tersebut maka terdapat beberapa definisi yang harus dijabarkan antara 

lain: 

15
 Lulu’il Maknun, “Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress,” Journal of Harkat 

Volume 12, no. 2 (2016). 
16

 Rianawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak,” Journal of Rahemaa : Studi Gender 

dan Anak Volume 1, no. 1 (2020). 
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1. Tindak Pidana

Tindak pidana dapat didefinisikan sebagai pelanggaran norma – norma 

dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, 

dan hukum tata usaha pemerintahan, yang oleh bentuk undang – undang 

ditanggapi dengan suatu hukum pidana. 

Penjabaran tokoh Simon, hukum pidana dapat diartikan sebagai 

kesemuanya perintah – perintah dan larangan – larangan yang akan diancam 

dengan suatu nestapa (pidana) siapapun yang tidak menaati kesemuanya 

peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum tersebut serta 

kesemuanya peraturan itu untuk memberikan (menjatuhi) dan menjalankan 

pidana tersebut.17 

2. Penganiayaan

Penganiayaan merupakan artian dari tindakan atau perilaku dengan 

sengaja mengakibatkan sakit atau luka pada manusia lain. Penganiayaan 

memiliki definisi yakni, kesengajaan perilaku yang membuat rasa sakit atau 

luka pada tubuh manusia lain. Demikian untuk dapat menyambut orang itu 

telah berbuat penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus 

memiliki opzet ataupun suatu unsur kesengajaan untuk mengakibatkan rasa 

sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan manusia lain.18 

17
 Sayap Bening, “Hukum Pidana Menurut Para Ahli”, https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-

pidana-menurut-para-ahli, "diakses pada 10 November 2021". 
18

 P.A.F Lamintang, Delik - Delik Khusus, 110. 
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3. Anak

Anak dalam artian bahasa merupakan keturunan kedua dari hasil antara 

hubungan pria dan wanita. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 

2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan 

karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan 

martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga memiliki definisi bagian dari 

generasi muda serta salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus 

cita-cita bangsa. Anak wajib agar mendapatkan perlindungan dari negara.19 

5. Penganiayaan Anak

Penganiayaan terhadap anak merupakan tindakan penganiayaan secara 

fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. 

Penganiayaan terhadap anak yaitu setiap perilaku terbaru atau kegagalan 

untuk bertindak pada bagian dari orang tua atau pengasuh yang 

mengakibatkan kematian, kerusakan fisik serius atau emosional yang 

membahayakan, pelecehan seksual atau eksploitasi, tindakan atau kegagalan 

tindakan yang memiliki resiko besar terhadap bahaya yang serius.20 

6. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak merupakan bentuk kegiatan agar menjamin serta 

melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpastisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

19
 M. Natsir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8. 

20
Tesa 129, “Kekerasan Terhadap Anak”, http://tesa129.badungkab.go.id/kekerasan-terhadap-

anak/,"diakses pada 19November 2021". 
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serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak jarang 

anak mengalami kekerasan berupa penganiayaan, namun dapat ditemukan 

pula anak menjadi pelaku penganiayaan. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian sangat berperan penting dan wajib dalam mendapatkan 

hasil penelitian yang optimal serta terarah. Oleh sebab itu metode penelitian yakni 

ilmu mengenai penjelasan yang harus melalui proses penelitian.:21 

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi karakteristik permasalahan, penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan menggunakan bahan berupa data – data yang 

telah didapat di lapangan, wawancara narasumber, dan dokumen yang ada. 

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan proses penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari 

orang – orang serta perilaku yang dapat diamati.22 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang dilaksanakan 

dengan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang memiliki 

data dari penjelajahan lapangan (tempat studi kasus) baik berupa data lisan 

maupun data berbentuk dokumen.23 Selain itu penelitian didukung dengan 

metode kepustakaan (bibliography research) serta interview langsung dengan 

21
 Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2007), 3. 

22
 Bogdan, Robert C. & Steven J. Taylor, “Introduction to Qualitative Research Methods : A 

Phenomenological Approach in the Social Sciences”, 1982 Alih bahasa Arief Furchan, Dasar – 

dasar Penelitian Kualitatif, (Surabaya : Usaha Nasional) 
23

 J.Moloeng Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Karya, 2002), 75. 
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para narasumber sehingga bisa didapatkan penjelasan yang alamiah serta 

sesuai dengan fakta yang telah terjadi di lapangan sehingga bisa mendapat 

data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan pembahasan yang diperlukan. 

2. Sumber Data

Dalam hal ini dasar penggunaan kata sumber data dikarenakan pada 

penelitian ini tidak hanya merujuk pada sumber hukum atau perundang -

undangan saja, namun di gabungkan dengan data seperti wawancara dan 

dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam pencarian data – data yang 

diperlukan dalam proses penulisan skripsi ini, dibedakan menjadi 2 bagian 

diantaranya yaitu : 

a. Sumber data primer, yaitu sumber dari data yang didapat dari sumbernya

secara langsung melalui interview. Pada penelitian ini sumber data primer 

didapati dari : 

1) Para pihak yang bekerja di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik. 

Dengan memuat rincian wawancara yang didapat, yaitu : 

a) Profil Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik. 

b) Proses penanganan kasus tindak pidana penganiayaan anak di panti

asuhan Kabupaten Gresik. 
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c) Rincian kasus tindak pidana penganiayaan anak di panti asuhan

Kabupaten Gresik. 

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapat melalui bahan pustaka

yang bertujuan guna untuk memberikan pemaparan dari sumber primer 

yang sudah didapat. Adapun sumber data tersebut yakni :24 

a) Buku

b) Artikel

c) Jurnal

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipergunakan sebagai 

bentuk pengumpulan data. Dari proses penulisan skripsi ini teknik 

pengumpulan data dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Wawancara (Interview)

Untuk memperoleh data maka penelitian ini mengambil data akurat 

dan melakukan proses pemecahan masalah dengan mengajukan 

pertanyaan secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan 

sesorang atau beberapa narasumber dari pihak Dinas keluarga berencana, 

pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (KBPPPA) Kabupaten 

Gresik agar mendapatkan keterangan informasi yang ditunjuk sehingga 

mendapatkan informasi serta data yang diperlukan.25 

24
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 23. 

25
 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Dakwah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 72. 
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b. Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan untuk mendokumentasikan pengumpulan 

data yang terkait data kasus tindak penganiayaan anak yang sudah terjadi 

di Kabupaten Gresik, data ini diperoleh guna untuk membuat hasil 

penelitian yang faktual sehingga dapat dipelajari, kemudian ditelaah dan 

dianalisis. 

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan untuk proses penulisan skripsi ini 

dengan menggunakan beberapa teknik. Adapun teknik yang dipergunakan, 

antara lain : 

a. Editing

Editing memiliki definisi yaitu meneliti serta memeriksa kembali data 

dengan sistematis, benar, serta tepat mengenai sumber data yang ditelah 

dikumpulkan, dan kemudian meneliti dan menelaah kembali data yang 

telah ada dari penelitian lapangan maupun kepustakaan. Dalam proses 

penulisan skripsi ini melewati proses editing terhadap hasil wawancara 

dengan narasumber dan hasil dari pencarian data dalam kategori 

kepustakaan. 

b. Organizing

Organizing adalah mengorganisasikan atau mensistematikan sumber 

data. Dari teknik ini penelitian mengkelompokan data-data yang telah 
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dikumpulan serta sesuai dengan penjelasan yang telah direncanakan 

sebelumnya. 

c. Analyzing

Analyzing merupakan proses melakukan analisa dari pengumpulan 

data dengan menggunakan pemaparan dari narasumber sehingga dapat 

ditarik kesimpulan tertentu yang pada akhirnya dapat menjadi jawaban 

atas permasalahan yang telah dirumuskan. 

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya untuk mencari dan menyusun data 

secara sistematis, mengelolah data yang diperoleh dari proses hasil 

wawancara, pengamatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah dipahami dan memiliki manfaat untuk permasalahan, sehingga hasil 

yang diperoleh dapat diinformasikan ke khalayak luas.26 

1) Teknik analisis data yang digunakan dalam proses penulisan skripsi ini

menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni memaparkan peraturan 

perundang – undangan yang menjadi kaitan penting dengan teori hukum 

sesuai objek penelitian serta penjelasan dengan pelaksanaan hukum yang 

ada di masyarakat dengan objek penelitian.27 Artinya data yang diperoleh 

sesuai dengan permasalahan yang memiliki kaitan dengan penelitian pada 

26
 R&D, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 224. 

27
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 105. 
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skripsi ini, yaitu Analisis dan Proses Penanganan Terhadap Kasus Tindak 

Pidana Penganiayaan Anak di Panti Asuhan Kabupaten Gresik. 

2) Pola pikir yang digunakan dalam proses penulisan skripsi ini adalah pola

pikir deduktif, yakni pola pikir dari umum ke khusus. Dari pola pikir 

tersebut, kemudian dipaparkan apapun yang menjadi ketentuan perundang 

– undangan yang mengatur perlindungan anak, kemudian ditarik

kesimpulan beberapa ketentuan umum tersebut pada Analisis dan Proses 

Penanganan Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Panti 

Asuhan Kabupaten Gresik. 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan guna untuk penelitian ini dapat terarah 

serta juga dapat menjadi pemikiran yang sesuai, serta untuk mempermudah 

memahami isi penelitian ini, Adapun sistematika pembahasan yang akan 

dipaparkan diantaranya, yaitu : 

Bab I adalah pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah 

yang mengurai tentang apa yang melatar belakangi penelitian ini dijalankan yang 

kemudian dijabarkan dengan fokus masalah atau rumusan penelitian yang akan 

berbicara point apa yang menjadi koor yang akan diteliti, setelah itu dilanjutkan 
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dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dalam bab ini 

diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab II adalah landasan teori, pada bab ini memuat uraian tentang tindak 

pidana, penganiayaan menurut pasal 351 hinggan pasal 358 Kitab Undang – 

Undang Hukum Pidana (KUHP), anak, penganiayaan terhadap anak, 

perlindungan anak menurut undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak, serta definisi panti asuhan. 

Bab III adalah memuat uraian temuan hasil penelitian, meliputi tentang profil 

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 

(KBPPPA) Kabupaten Gresik, proses penanganan kasus di Dinas KBPPPA, serta 

rincian kasus tindak pidana penganiayaan anak di panti asuhan Kabupaten Gresik 

dan hasil wawancara bersama pihak unit Dinas Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten 

Gresik. 

Bab IV adalah analisis terkait dengan proses penanganan kasus tindak pidana 

penganiayaan anak yang terjadi di salah satu panti asuhan Kabupaten Gresik serta 

proses penanganan kasus di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik. 

Bab V adalah memaparkan tentang kesimpulan dan penutup dari hasil 

penelitian, serta juga melampiri dengan daftar pustaka.
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BAB II 

KONSTRUKSI HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP 

ANAK DI PANTI ASUHAN KABUPATEN GRESIK 

A. Tindak Pidana 

1. Konstruksi Teoritis Tindak Pidana

Definisi tindak pidana dalam bahasa belanda disebut dengan “straafbar 

feit”terbagi menjadi 3 bagian suku kata yaitu “straaf” yang artinya pidana, 

“bar” artinya dapat atau boleh, sedangkan “feit” memiliki arti sesuatu 

kenyataan yang dapat dihukum. Istilah dalam makna tindak pidana sangat erat 

hubungannya dengan masalah kriminal (criminal policy). Tindak pidana 

sendiri memiliki pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang telah 

ditetapkan undang – undang dan jika dilakukan akan mengakibatkan kerugian 

bagi diri sendiri, orang lain, maupun kelompok lain.
1

Menurut beberapa pakar ahli hukum beragam artian dari definisi tindak 

pidana, berikut adalah definisi dari tindak pidana menurut ahli, yaitu : 

a. Indiyanto Seno Adji, tindak pidana memiliki arti perbuatan seseorang

yang diancam pidana, tindakannya memiliki sifat melawan hukum. 

Adanya suatu kesalahan yang bagi pelakunya harus bisa 

dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindakannya.
2

1
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 69. 

2
Adji Indrayanto Seno, Korupsi Dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan 

Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), 155. 
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b. Pompe, tindak pidana atau straafbar feit adalah suatu pelanggaran norma

gangguan terhadap tertib hukum yang dengan perasaan sengaja ataupun 

tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan 

pidana kepada pelaku bertujuan untuk terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan hukum.
 3

c. Moeljatno, tindak pidana memiliki definisi yaitu suatu kelakuan,

perbuatan, atau tindakan manusia yang oleh peraturan perundang – 

undangan diberi pidana atau sanksi yang berlaku. 

d. Simons, tindak pidana merupakan suatu perbuatan, perlakuan, dan

tindakan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan 

pidana atau hukuman oleh peraturan perundang – undangan, perbuatan 

yang dilakukan oleh orang yang bisa dipertanggungjawabkan dan dapat 

dipersalahkan pada si pelaku.
 4

Melihat dari beberapa definisi yang telah dipaparkan oleh beberapa pakar 

ilmu hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu 

perbuatan, tindakan serta perlakuan yang mengakibatkan kerugian bagi diri 

sendiri, orang lain, ataupun kelompok lain yang dimana perbuatan tersebut 

menentang peraturan perundang – undangan yang berlaku, perbuatan atau 

tindakan tersebut akan dijatuhkan sanksi pidana atau denda siapapun yang 

melakukannya. 

3
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2014), 97. 
4
 Hamzah Andi, Asas - Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 97. 
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2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana tidak terlepas dari unsur – unsur yang menyelemutinya. 

Pada hakikatnya setiap perlakuan atau tindakan harus memilki fakta oleh 

perbuatannya, mengandung sebab dan akibatnya, serta pelaku dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berikut adalah beberapa unsur – 

unsur yang ada pada tindak pidana, yaitu : 

a. Unsur Objektif

Unsur objektif berada pada sisi luar pelaku, unsur objektif memiliki 

hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan – 

tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari : 

1) Sifat melanggar hukum

2) Kualitas dari si pelaku

3) Kausalitas
5

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif memiliki arti unsur yang terletak atau melekat pada 

diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk 

segala sesuatu yang terkandung dalam diri dan hati si pelaku. Ada 

beberapa bagian yang terbagi dari unsur – unsur subjektif, yaitu : 

1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atu culpa)

2) Suatu percobaan, seperti yang telah ditentukan didalam pasal 53 ayat

(1) KUHP

5
 Prasetyo Teguh, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 50. 
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3) Macam – macam maksud dari tindak pidana

4) Tindak pidana yang direncanakan

5) Perasaan takut seperti pada pasal 308 KUHP
6

Pemaparan Simons dalam buku yang ditulis oleh Rahmanuddin Tomalili 

berjudul “Hukum Pidana”, unsur – unsur tindak pidana terbagi menjadi 4, 

diantaranya : 

1) Perbuatan manusia (positif atau negative,berbuat atau tidak berbuat atau

membiarkan) 

2) Diancam dengan pidana (straafbar gesteld)

3) Melawan hukum (onrechmatig)

4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand)
7

Unsur rumusan tindak pidana juga ada yang telah diatur dalam Undang – 

undang, yaitu terletak pada buku II KUHP yang memuat tentang rumusan 

perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kategori kejahatan. Adapun 

beberapa unsur tindak pidana tersebut, ialah : 

a. Unsur tingkah laku

b. Unsur melawan hukum

c. Unsur kesalahan

d. Unsur akibat konstitutif

e. Unsur keadaan yang menyertai

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

6
 Prasetyo Teguh, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 50.  

7
 Rahmaduddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), 12. 
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i. Objek unsur hukum tindak pidana

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana
8

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Peraturan perundang – undangan telah membedakan beberapa jenis - jenis 

tindak pidana berdasarkan sistemnya. Tidak hanya itu para ahli ilmu hukum 

pidana telah mengadakan beberapa perbedaan antara satu jenis tindak pidana 

dengan jenis tindak pidana lainnya. Jenis – jenis tindak pidana terbagi menjadi 

beberapa bagian, diantara lain : 

a. Menurut sistem KUHP (kitab undang – undang hukum pidana)

1) Kejahatan (Rechtdelicten)

Kejahatan memiliki pengertian suatu tindakan atau perbuatan yang 

bertentangan dan berlawan dengan prinsip keadilan, terlepas apakah 

tindakan tersebut dapat diancam pidana atau tidak. Jadi kejahatan ini 

benar – benar terjadi dan dapat dilihat oleh masyarakat bahwa tindak 

pidana tersebut berlawanan dengan keadilan, contoh : pembunuhan, 

pencurian, pengeroyokkan, dan delik – delik lainnya.
9

2) Pelanggaran (Wetsdelicten)

Pelanggaran memiliki definisi yaitu tindakan atau perbuatan oleh 

khalayak umum baru disadari bahwa itu adalah suatu tindak pidana 

karena perundang – undangan menyebutnya sebagai delik. Hal ini 

8
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 81. 

9
 Ibid.,82. 
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terjadi karena undang – undang mengatur tindak pidana dengan 

menyebutkan ancaman pidananya. Contoh : tidak memakai masker, 

tidak menggunakan helm saat berkendara di jalan raya, dan lain – 

lain.
10

b. Menurut cara merumuskannya

1) Delik formil

Delik formil merupakan delik yang perumusannya dititik fokuskan 

kepada tindakan, perilaku, atau perbuatan yang telah dilarang. Tindak 

pidana jenis ini tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan suatu 

sebab akibat tertentu dari perbuatan sebagai proses penyelesaian 

tindak pidana, tetapi pada perbuatannya. Contoh : pencurian yang 

telah diatur dalam 362 KUHP untuk pencurian pidananya 

digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.
11

2) Delik materiil

Delik materiil memiliki arti sebagai delik yang perumusannya 

dititik fokuskan pada kepada akibat yang tidak dikehendaki atau 

dilarang. Delik ini akan selesai ketika akibat yang dikehendaki telah 

atau sudah terjadi. Contoh : Pembakaran hutan secara liar (pasal 187 

KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), dan lain – lain. 

10
 Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, 82. 

11
 Ibid., 126 
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c. Menurut macam perbuatannya

1) Delik commisonis

Delik commisonis adalah delik atau perbuatan hukum yang berupa 

pelanggaran terhadap suatu larangan. Contoh : pencurian, 

penggelapan, dan penipuan. 

2) Delik ommnisionis

Delik ommnisionis merupakan delik yang berupa pelanggaran 

terhadap tindak pidana yang telah ditelah diatur dalam undang – 

undang. Contoh : seorang saksi tidak mau menghadap panggilan dan  

bertemu hakim (pasal 522 KUHP), dan tidak menolong orang yang 

benar – benar membutuhkan pertolongan (pasal 351 KUHP)
12

d. Menurut bentuk kesalahannya

1) Delik dolus

Delik dolus memiliki arti delik, perbuataan, atau tindakan yang 

memuat unsur kesengajaan. 

2) Delik culpa

Delik culpa merupakan delik, perbuatan, atau tindakan yang 

memuat unsur kealpaan. 

12
 Ismu Gunadi Jonaedi, Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 46. 
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e. Menurut sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

1) Delik tunggal (enkelvoudige delicten)

Delik tunggal adalah suatu delik, perbuatan, atau tindakan yang 

hanya dilakukan satu kali saja. 

2) Delik berangkai

Delik berangkai memiliki definisi yaitu suatu delik, perbuatan, 

atau tindakan yang dirumuskan guna untuk dipandang selesai dan si 

pelaku dapat dipidana, dalam delik ini perbuat atau perlakuannya 

harus disyaratkan berulang.
13

f. Menurut delik yang berlangsung dan delik selesai

1) Delik berlangsung

Delik berlangsung adalah suatu delik, perbuatan, atau tindakan 

yang mempunyai ciri khas bahwa perbuatan tersebut berlangsung 

secara terus menerus. 

2) Delik selesai

Delik selesai yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang tiada lebih 

dari suatu perbuatan untuk melakukan dan akan menimbulkan akibat 

tertentu. Contoh: menghasut. 

g. Menurut perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

1) Delik aduan

13
 Adam Chazawi, Pelajaran Hukum…, 136. 
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Delik aduan dapat di artikan sebagai suatu perbuatan atau delik 

yang di dalam penuntutannya hanya akan dilakukan ketika ada 

pengaduan dari pihak korban (igelaedeerde partij), delik aduan terbagi 

menjadi 2, yaitu delik aduan absolut yaitu delik yang memiliki sifat 

hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif 

yaitu delik yang dimana ada hubungan istimewa terhadap pelaku dan 

korban. 

2) Delik biasa

Delik biasa yaitu suatu delik, perbuatan, atau tindakan yang saat 

dilakukannya penuntutan pidana tidak harus diisyaratkan adanya 

pengaduan dari pihak korban.
14

B. Penganiayaan 

1. Konstruksi Teoritis Penganiayaan

Kata penganiayaan berangkat dari kata “aniaya” yang memiliki arti suatu 

perbuatan atau perlakuan menyakiti dan menyiksa terhadap manusia atau 

hewan. Akan tetapi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 

penganiayaan berarti perlakuan yang sewenang – wenang (penindasan atau 

penyiksaan).
15

Di dalam buku “Ensiklopedia Hukum Pidana Islam” Abdul Qodia al-

Audah mengartikan tindakan penganiayaan sebagai perbuatan yang menyakiti 

14
 Ibid, 132. 

15
 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 340. 
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badan orang lain, tetapi nyawa orang tersebut tidak sampai hilang. Definisi 

tersebut berjalan beriringan dengan arti penganiayaan yang dikemukakan oleh 

Wahbah Zuahaili, yaitu suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum atas 

badan dan fisik manusia, baik berupa pemukulan, pemotongan anggota badan, 

dan pelukaan di area badan tetapi korban tidak sampai kehilangan 

nyawanya.
16

Dalam kitab undang -undang hukum pidana (KUHP) tidak dijelaskan 

secara rinci pengertian penganiayaan, namun pada pasal 351 ayat (4) terdapat 

makna yang menjuru pada penganiayaan yaitu “dengan penganiayaan 

disamakan sengaja merusak kesehatan” dari pasal tersebut dapat ditarik 

sebuah benang merah dari kata penganiayaan yaitu suatu perbuatan atau 

perlakuan yang dengan sengaja menyebabkan luka atau sakit pada fisik orang 

lain, namun tidak sampai menghilangkan nyawa si korban.
17

Dengan demikian perbuatan dapat dikatakan sebagai penganiayaan jika 

seseorang itu memiliki opzet untuk melakukan dengan sengaja pelukaan 

terhadap fisik orang lain atau merugikan kesehatan orang lain. 

Perspektif hukum pidana islam memaparkan makna penganiayaan dapat 

disebut dengan jarimah pelukaan. Menurut para ulama dapat dijabarkan 

bahwa penganiayaan memilki arti yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang 

menyakitkan dengan mengenai badan atau fisik seseorang namun tidak 

16
 Tim salisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), 204. 

17
 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat bahasa, 2008), 577. 
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sampai mengakibatkan kematian. Tindakan tersebut berupa melukai, 

memukul, mendorong, menarik, mencekik, memotong, dan lain sebagainya.
18

2. Dasar Hukum Penganiayaan

Dalam hukum positif Indonesia penganiayaan telah diatur dalam BAB XX 

tentang penganiayaan dari pasal 351 hingga 358 kitab undang – undang 

hukum pidana (KUHP). Terdapat pada pasal 351 menjelaskan mengenai 

hukuman atau sanksi tindak pidana penganiayaan, pasal tersebut berbunyi : 

1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus

rupiah

2) Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat, yang bersalah diancam

dengan pidana penjara paling lama lima tahun

3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama

tujuh tahun

4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan

5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana
19

Dalam perspektif hukum pidana islam penganiayaan telah dijabarkan pada

nash Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi : 

 ٓ

 ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ

18
 Abdul Qadir Al-audah, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 19. 

19
 Tim Redaksi, Kitab Undang - Undang…, 577. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36 

Artinya : ” Dan kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) 

bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan 

hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada 

qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka 

itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara 

menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. 

(QS. Al-Maidah : 45)
20

3. Bentuk Penganiayaan

Banyaknya jenis tindak pidana penganiayaan mulai dari melukai, 

memotong, memukuli, dan lain – lain membuat para pakar hukum dan 

peraturan perundang – undangan Indonesia mengkategorikan dalam beberapa 

bentuk. Bentuk penganiayaan telah dipaparkan menurut kualisifikasinya 

masing – masing 

1) Menurut pasal 351 kitab undang – undang hukum pidana (KUHP)

a. Penganiayaan ringan

Dapat disebut dengan penganiayaan ringan karena dalam 

perbuatan ini tidak sampai mengakibatkan cacat fisik selamanya, 

hanya saja luka seperti lebam, baret, dan lainnya. 

b. Penganiayaan mengakibatkan luka berat

Penganiayaan mengakibatkan luka berat dapat diartikan sebagai 

suatu perbuatan atau tindakan penganiayaan yang mengakibatkan 

luka serta adanya kecacatan pada fisik si korban untuk selamanya. 

20
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Terjemah, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 

1987), 106. 
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c. Penganiayaan menyebabkan kematian

Penganiayaan menyebabkan kematian memiliki pengertian yaitu 

perbuatan atau tindakan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya 

nyawa pada si korban. 

2) Menurut segi niatnya

a. Penganiayaan disengaja

Penganiayaan disengaja yaitu setiap perbuatan atau tindakan 

dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud 

melawan hukum. 

b. Penganiayaan tidak disengaja

Penganiayaan disengaja yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang 

dimana pelaku sengaja melakukan perbuatannya, tidak ada maksud 

melawan hukum. Contoh : seseorang melemparkan batu dengan 

maksud untuk membuangnya, namun karena kurang hati – hati batu 

tersebut mengenai orang yang lewat alhasil orang tersebut mendapat 

luka.
21

3) Menurut segi objeknya atau sasarannya

a. Ibanat Al–Atraf (Penganiayaan atas anggota badan dan

semacamnya)

21
 Abdul Qadir Al-audah, At-Tasyri‟ Al-Jima‟i Bil Qanunil Was‟iy, (Surabaya: Mu’assah Ar-risalah, 

2007), 204. 
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Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya dapat 

didefinisikan sebagai tindakan atau perlakuan perusakan terhadap 

anggota fisik badan, baik berupa pelukaan ataupun pemotongan. 

b. Izhab ma‟a Al-Atraf (Penganiayaan atas menghilangkan manfaat

anggota badan, namun jenisnya masih utuh)

Bentuk penganiayaan ini merupakan perbuatan yang merusak 

manfaat dari anggota badan namun bentuknya masih utuh. Contoh 

: menghilangkan daya pendengaran, pengelihatan, dan lain – lain. 

c. Asy – Syajjaj (Penganiayaan atas pelukaan bagian wajah dan kepala)

Penganiayaan jenis ini dapat diartikan sebagai pelukaan yang 

terfokus pada bagian wajah dan bagian kepala saja.
22

C. Anak 

1. Konstruksi Teoritis Anak

Penjabaran definisi atau pengertian tentang anak saat ini sangat luas untuk 

dikaji. Setiap kata anak akan disesuaikan dengan objek maupun maksud 

tertentu. Oleh karena itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak 

memilki arti keturunan kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih 

kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuhan yang besar, 

orang yang berasal atau dilahirkan di suatu negeri dan daerah, orang yang 

termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian 

yang kecil (pada suatu benda), serta sesuatu yang lebih kecil dari yang lain. 

22
 Abdul Qadir Al-audah, At-Tasyri‟ Al-Jima‟i…, 204 
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Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, anak adalah manusia 

kecil yang menjadi keturunan kedua dari hasil hubungan seksual pria dan 

wanita.
23

Definisi secara istilah menyatakan bahwa anak merupakan manusia yang 

masih kecil dan belum memiliki tanda – tanda fisik dan mental secara dewasa. 

Pendapat para ahli dalam memaparkan definisi tentang anak sangat beragam, 

Adapun beberapa definisi tentang anak, yaitu : 

a. Soedjono Dirjsisworo mengemukakan bahwa menurut hukum adat, anak

adalah mereka yang belum menentukan tanda – tanda fisik yang konkret 

bahwa ia telah dewasa.
24

b. Haditono mengemukakan bahwa anak adalah makhluk yang

membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi 

perkembangannya.
25

c. Agustinus mengemukakan bahwa dalam peletak dasar permulaan

psikologi anak, anak adalah mereka yang tidak sama dengan orang 

dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum 

dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan 

pengertian terhadap realita kehidupan anak – anak lebih mudah belajar 

23
 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, 697. 

24
Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, (Maqasid Asy-

Syariah) (Palembang: Noerfikri, 2015), 56. 
25

Pengertian Arti Definisi Dari, “Pengertian Anak Menurut Ahli”, 

https://pengertianartidefinisidari.blogspot.com/2018/11/hari-anak-pengertian-anak-menurut-para-

ahli.html,"diakses pada 11 November 2021". 
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dengan contoh – contoh yang diterimanya dari aturan yang bersifat 

memaksa.
26

Pada penjabaran definisi terminologi, arti anak memiliki beragam sudut 

pandang baik secara hukum perundang – undangan (yuridis), media, dan 

hukum dalam agama (normatif). Definisi anak menurut hukum perundang – 

undangan anak dapat dilihat dari batas usianya, tetapi antara undang – undang 

satu dengan undang – undang yang lain akan berbeda penjelasannya. Dalam 

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

dikatakan bahwa anak adalah amanah dan akrunia dari Tuhan Yang Maha 

Esa, yang dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 

seutuhnya.
27

Perundang – undangan Negara Indonesia, mengemukakan bahwa arti anak 

dapat dilihat dari sudut usianya, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan memberi batasan usia untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki – 

laki dan 16 tahun bagi perempuan. Lalu UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak memberi batasan usia 21 tahun dan belum pernah 

menikah. Kemudian UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 

memberi batasan usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya, UU 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberi batasan usia 18 

tahun dan belum pernah melakukan pernikahan. Jadi, jika seseorang yang 

26
 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1990), 14. 

27
 M. Natsir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8. 
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belum mencapai batasan – batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang – 

undang, maka dapat dikatakan bahwa masih dalam kategori anak – anak.
28

Definisi anak dilihat dari perspektif agama (normatif) yang berpacu pada 

ayat al-qur’an, hadist, serta pendapat para ahli fiqh adalah bahwa manusia 

belum dikatakan atau masih anak – anak jika belum ada tanda – tanda konkret 

pada fikiran dan fisiknya. Seperti perempuan dapat dikatakan telah dewasa 

jika telah keluar darah haid, sedangkan untuk laki – laki telah terjadi mimpi 

basah. 

2. Ciri Fisik Anak

Anak dalam usia dari 0 hingga pada usia yang telah ditentukan oleh 

peraturan perundang – undangan memiki ciri fisik yang kognitif. Dalam ilmu 

psikologi ciri – ciri fisik anak terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya 

yaitu : 

a. Dalam diri anak memiliki ciri fisik dengan tinggi mulai dari 40 cm –

kurang lebih 150 cm

b. Berusia dari 0 hingga kurang lebih 18 tahun

c. Belum pernah haid atau mimpi basah

d. Pada perempuan, buah dada dan bulu halus belum tumbuh, sedangkan

dalam laki – laki belum memiliki jakun, dada belum membusung, serta

bulu halus belum tumbuh

e. Memiliki karakteristik pikiran yang belum matang atau belum dewasa
29

28
 Hadi Supeno, Kriminalitas Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 40. 
29

Kartini Kartono, Psikologi Anak Psikologi Perkembangan, (Bandung: Morang Tuar Maju, 

1990), 109. 
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3. Hak dan Kewajiban Anak

Hak anak telah dipaparkan dalam undang – undang nomor 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak, dimana hak anak diatur dalam pasal 4 hingga 

pasal 18, yang meliputi : 

a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

c. Hak untuk beribadah menurut agamanya

d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

f. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar

biasa, serta bagi anak yang memilikikeunggulan jugak hak mendapatkan

pendidikan khusus

g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya

h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang

i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan

sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

j. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua / wali berhak

mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi,

penelantaraan, kekejaman, kekerasan,penganiayaan, ketidak adilan, dan

perlakuan salah

k. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
30

Anak juga memiliki kewajiban untuk dilaksanakan dengan pengawasan

orang tua. Tidak hanya itu kewajiban ini harus dan wajib di patuhi oleh semua 

anak yang masih hidup. Kewajiban tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

30
 Abdullah Al-Habsyi, HAM: Hak - Hak Dalam Islam, (Jakarta: Markas Ar-risalah, 2005), 61. 
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a. Memiliki kewajiban untuk beribadah seuai dengan masing – masing

agaman dan kepercayaannya

b. Memiliki kewajiban untuk rajin belajar dan terus mengukir prestasi, hal

ini menjadi wajib karena peran anak bagi bangsa dan negara sangatlah

penting. Anakbagibangsa Indonesia merupakan aset dan tunas yang akan

meneruskan kehidupan bangsa.

c. Memiliki kewajiban untuk berpartisipasi untuk meneruskan kehidupan

bangsa dan negara

d. Memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua, keluarga, dan orang

lain.

D. Tindak Pidana Penganiayaan Anak 

1. Definisi Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak

Makna tindak pidana penganiayaan sama halnya dengan makna kekerasan 

pada anak, kekerasan anak memiliki arti tindakan atau perbuatan kekerasan 

yang menyerang pada fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau 

pengabaian terhadap anak. 

Penganiayaan terhadap anak adalah setiap tindakan terbaru atau kegagalan 

untuk bertindak pada bagian dari orang tua atau pengasuh yang menyebabkan 

kematian, kerusakan fisik serius atau emosional yang membahayakan, 

pelecehan seksual atau ekploitasi, tindakan atau kegagalan yang menyajikan 

resiko besar akan bahaya yang serius. Seseorang yang merasa perlu untuk 

melakukan kekerasan terhadap anak atau mengabaikan anak sekarang 

mungkin dapat digambarkan sebagai “pedopaht”.
31

31
 Tesa 129, “Kekerasan Terhadap Anak.” 
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2. Macam – macam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak

 Definisi tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang telah dijabarkan 

oleh beberapa ahli, maka ada beberapa pengkategorian tindak pidana 

penganiayaan anak. Dalam hal ini digunakan untuk mencegah penyimpangan 

putusan dalam undang – undang dan akan lebih mencegah para pakar ahli 

hukum untuk berdebat. Adapun beberapa macam – macam tindak pidana 

penganiayaan terhadap anak yaitu : 

a. Penganiayaan terhadap fisik

Penganiayaan jenis ini termasuk penganiayaan yang kerap terjadi di 

kalangan masyarakat. Penganiayaan ini terfokus pada melukai si korban 

pada anggota badan atau fisiknya. 

b. Penganiayaan terhadap bagian intim (seksual)

Penganiayaan yang memiliki titik fokus untuk melukai, merusak 

bagian organ intim para korban, hal ini biasa juga disebut dengan tindak 

pidana pelecehan. 

c. Penganiayaan bullying

Penganiayaan ini tidak sampai melukai badan atau fisik seseorang, 

maka penganiayaan ini sering disembunyikan oleh para siswa kepada 

orang tuanya.
32

32
 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 66. 
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3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Anak

Tindak Pidana Penganiayaan telah diatur dalam pasal 351 hingga 358 

KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), berbeda dengan dasar 

hukum tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Penganiayaan yang 

melibatkan anak sebagai korban telah diatur dalam pasal 76C dan Pasal 80 

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal tersebut 

berbunyi : 

a. Pasal 76C

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 

melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” 

b. Pasal 80

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00

(tujuh puluh dua juta rupiah)

2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka

pelaku dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau

denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar

rupiah)
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4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), (2) dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut

orang tuanya. 
33

4. Dampak Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak

Suatu perbuatan tindak pidana tidak jauh dari sebab akibat, maka tindak 

pidana penganiayaan terhadap anak memilki banyak sekali dampak yang telah 

terjadi di Indonesia. Adapun beberapa dampak yang telah dijabarkan, yaitu : 

a. Tumbuh kembangnnya terganggu

Tumbuh kembang pada masa anak -anak begitu cepat dan sangat 

optimal, dimasa ini otak sangat cepat untuk menangkap apa yang ada pada 

sekitar lingkungan kehidupannya. Tindakan atau perbuatan yang 

dirasakurang pantas untuk dilakukan kepada anak – anak contohnya 

penganiayaan terhadap anak dapat mempengaruhi kinerja dan respon otak 

menjadi reaktif dan kurang adaptif. 

Dampak penganiayaan anak dapat berupa terganggunya 

perkembangan otak dan strukturnya, hal ini dapat mengakibatkan 

turunnya fungsi otak dibagian tertentu. 

b. Depresi dan masalah kesehatan mentalnya terganggu

Depresi dan trauma adalah dampak paling tinggi yang akan diterima 

anak – anak. Kurangnya rasa percaya pada orang lain dan sulitnya 

mengungkapkan perasaannya akan berakibat pada gangguan 

33
 Tim Redaksi, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: PT. 

Balai Pustaka, 2014), 14. 
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emosionalnya. Beberapa jumlah dampak penganiayaan terhadap anak 

mungkin akan terbawa hingga anak tersebut tumbuh dewasa, yaitu : 

1) Sulit berinteraksi dengan orang lain

2) Gangguan pada kesehatannya

3) Sulitnya berfikir dan fokus

4) Tidak stabilnya emosional

5) Cenderung akan melakukan bunuh diri

c. Mengalami luka pada bagian tubuh dan fisiknya

Luka fisik adalah dampak penganiayaan anak yang lebih mudah 

terlihat jelas. Beberapa luka yang terjadi pada tubuh anak -anak sering kali 

dikatakan bahwa anak tersebut mendapat penganiayaan di sekitar 

lingkungan kehidupannya. Adapun contoh luka fisik yang sering terjadi, 

diantara lain : 

i. Memar dan bengkak

ii. Kesleodan patah tulang

iii. Luka bakar

iv. Baret

v. Pendarahan di bagian tubuh tertentu

vi. Merah – merah disekitar bagian tubuh tertentu

Dampak penganiayaan terhadap anak berupa luka fisik mungkin

menjadi dampak jangka pendek, tetapi tidak menutup kemungkinan 
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bahwa dampak penganiayaan akan terbawa hingga anak tumbuh menjadi 

dewasa.
34

5. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak memiliki dampak yang sangat 

buruk bagi kesehatan mental ataupun kesehatan pada fisik. Namun ada 

beberapa upaya yang dapat mencegah tindak pidana penganiayaan terhadap 

anak agar tidak terjadi adanya dampak. Beberapa upaya tersebut adalah : 

a. Pendidikan tanpa kekerasan merupakan salah satu upaya yang dapat

dilakukan oleh sekolah dan lingkungan belajar

b. Mensosialisasikan kepada anak dan orang tua akan bahayanya dampak

tindak pidana penganiayaan terhadap anak

c. Mensosialisasikan tindakan – tindakan penganiayaan anak kepada orang

tua dan anak agar dapat mengantisipasi jika ada perbuatan orang lainnya

yang masuk dalam kategori tindak pidana penganiayaan terhadap anak

d. Mendorong anak – anak untuk melaporkan jika terjadi penganiayaan

terhadap dirinya sendiri maupun orang lain

e. Orang tua senantiasa benar – benar menjaga pola pikir serta pergaulan

anak -anak

E. Perlindungan Anak 

1. Konstruksi Teoritis Perlindungan Anak

Perlindungan anak memiliki arti yaitu segala bentuk kegiatan atau upaya 

yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – hak anak agar 

34
Gaya Hidup Sehat, “Mengenali Bentuk Dan Dampak Kekerasan Pada Anak”, 

https://jovee.id/memahami-dampak-kekerasan-pada-anak-bagi-kesehatannya/, "diakses pada 19 

November 2021". 
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dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat serta martabat kemanusiannya, dan juga dapat mendapati 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
35

Buku dengan judul “Peradilan Anak di Indonesia” yang ditulis oleh 

Marlina memaparkan bahwa, perlindungan anak merupakan suatu usaha atau 

kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, 

yang menyadari pentingnya anak bagi kehidupan nusa dan bangsa dikemudian 

hari.
36

Perlindungan anak adalah segala usaha dan upaya yang telah dilakukan 

guna untuk menciptakan kondisi agar setiap anak mendapatkan hak dan 

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik secara fisik, 

mental, psikis, dan lainnya. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai 

perwujudan adanya keadilan untuk anak – anak.
37

Menurut undang – undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan 

anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak – haknya. 

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Pada pasal 1 butir 2 undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang 

perubahan atas undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

35
Paralegal, “Pengertian Perlindungan Anak”,https://paralegal.id/pengertian/perlindungan-anak/, 

“diakses pada tanggal 20 November 2021” 
36

 Marlina, Peradilan Anak Di Indonesia (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 25. 
37

 Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak…, 10. 

https://paralegal.id/pengertian/perlindungan-anak/
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anak menjelaskan bahwa, perlindungan hukum terhadap anak merupak sebuah 

wadah untuk melindungi semua anak di negara Indonesia tanpa terkecuali, 

termasuk juga anak yang berhadapan dengan hukum. 

Pasal 3 undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak 

memiliki tujuan yaitu untuk menjamin hak – hak anak agar dapat terpenuhi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi, demi terwujudnya anak 

Indonesia yang ceria, sehat, dan sejahtera
38

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1845 itu selanjutnya dijadikan 

asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa 

penyelanggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan 

Undang-Undang RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvenan Hak 

Anak yang meliputi:
39

a. Non diskriminasi

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

38
 Arif Gosita, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak - Hak Anak,” Jurnal Ilmiah 

Ilmu Hukum, No. 4 (1999) 264. 
39

 Ibid., 265. 
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3. Pihak yang Terkait Perlindungan Anak

Kerja sama dalam menjalankan kegiatan dan upaya untuk melindungi hak 

– hak anak, ada beberapa pihak yang menaunginya, diantara lain :

a. Dinas Perlindungan Anak

b. Dinas Sosial

c. Kepolisian

d. UNICEF (United Nations Children‟s Fund)

F. Panti Asuhan 

1. Konstruksi Hukum Panti Asuhan

Pengertian panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial 

yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan suatu pelayanan 

kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan 

dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang 

tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada 

anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai 

bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai 

bagian dari generasi penerus cita- cita bangsa dan sebagai insan yang akan 

turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.
40

Para ahli mengemukakan bahwa pengertian sebuah panti asuhan sebagai 

suatu lembaga yang sangat terkenal untuk membentuk perkembangan anak-

40
 Pepanti, “Pengertian Panti Asuhan” , http://epanti.com/pengertian-panti-asuhan/,"diakses pada 20 

November 2021". 
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anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama 

dengan keluarga. Anak-anak panti asuhan diasuh oleh pengasuh yang 

menggantikan peran orang tua dalam mengasuh, menjaga dan memberikan 

bimbingan kepada anak agar anak menjadi manusia dewasa yang berguna dan 

bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat di kemudian hari. 

Pada beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik 

keseimpulan bahwa panti asuahan adalah salah satu lembaga, tempat, atau 

lingkungan perlindungan anak yang memiliki fungsi memberikan 

perlindungan terhadap anak sebagai pengganti orang tua. 

2. Fungsi Panti Asuhan

Banyaknya pengertian tentang panti asuhan, menjadikan lembaga tersebut 

wajib untuk memiliki tugas khusus. Hal ini dipergunakan agar lembaga 

tersebut dapat meraih tujuan yang benar. Berikut adalah beberapa fungsi panti 

asuhan : 

a. Memberikan perlindungan kepada anak – anak terlantar

b. Berperan sebagai wali pengganti dari orang tua

c. Memberikan hak yang sama sebagai anak tanpa terkecuali

d. Menaungi serta mengawasi tumbuh kembang anak

e. Memberikan bimbingan terhadap anak

f. Memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan psikis

g. Memberikan lingkungan yang sejahtera untuk anak



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53 

BAB III 

UPAYA DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN 

KASUS  TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DI PANTI ASUHAN 

KABUPATEN GRESIK 

A. Gambaran Umum Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik 

1. Profil Dinas Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik 

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan 

Anak (KBPPPA) ini merupakan suatu unsur pelaksana urusan dan kegiatan 

pemerintahan dalam bidang pengendalian, penyuluhan, penggerakan 

masyarakat, serta bidang pemberdayaan gender perempuan dan perlindungan 

anak. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan 

Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik dipimpin oleh kepala dinas yang bernama 

drg. Saifuddin Ghozali, dimana kepala dinas saat ini berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik, dimana 

Dinas tersebut terletak di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 241, 

Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124, 

Indonesia. 

Wawancara yang telah dilakukan dengan kepala Dinas Keluarga 

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (KBPPPA) 

Kabupaten Gresik yaitu drg. Saifudin Ghozali memaparkan bahwa Dinas 

KBPPPA merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bergerak dalam 

bidang kemasyarakatan, utamanya dalam keluarga berencana, perlindungan 

hak-hak gender perempuan, serta perlindungan hak – hak anak dalam 

kehidupannya.
1

Tujuan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik ini dibentuk guna untuk 

memantau serta mengendalikan pertumbuhan penduduk yang memiliki daya 

seimbang dan didukung oleh kesejahteraan keluarga berkualitas dan 

berkeadilan gender. Pada pelaksanaan penugasan Dinas Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten 

Gresik saat ini terbagi menjadi 4 bidang, diantaranya yaitu: 

1
 Saifudin Ghozali (Ketua Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Gresik), Wawancara, Gresik, 11 November 2021, Pukul 10:00. 
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a. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi

b. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender

d. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarustamaan Hak Anak
2

Struktur organisasi di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik memiliki 

susunan kepengurusan yang akan mempermudah pembagian tugas dan 

wewenang dari setiap bagian. Susunan Dinas Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten 

Gresik, terdiri dari: 

Table 1. Struktur Organisasi 

NO NAMA NIP JABATAN 

1. Drg. Saifuddin Ghozali 197511232006041012 Kepala Dinas KBPPPA 

2. Maftukhan, S.Kep.Ners., M.M 196910261991031006 Sekretaris Dinas KBPPPA 

3. Ahmad Syarief Dahlawy, S.K.M 198601272010011009 
Kepala Bidang KB dan 

Pengendalian Penduduk 

4. 
Hidayatul Muslimah, S.K.M., 

M.M.Kes 
196807071992022001 

Kepala Bidang Keluarga 

Sejahtera dan Advokasi 

2
 Putri Shofi Nabilah, “Analisis Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Genre Oleh Dinas Keluarga 

Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Melalui Perspektif 

Community Based Social Marketing,” Commercium 4, no. 3 (2021): 4. 
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5. Ir. Kusnaim 196901031995031002 

Kepala Bidang 

Pemberdayaan Perempuan 

dan Pengarustamaan 

Gender 

6. Ir. Soerati Mardiyaningsih, M.Si 196904041994012001 

Kepala Bidang 

Perlindungan Perempuan, 

Anak, dan 

Pengarusutamaan Hak 

Anak 

7. Norasim. S.E 196704101993121003 
Kepala Subbagian Umum 

dan Kepegawaian 

8. Lokesjwari Irma Wardhani, S.Sos 197604172008012017 
Kepala Subbagian 

Program dan Pelaporan 

9. Drs. Munhar 196911151995031005 
Kepala Subbagian 

Keuangan 

10. Soeraniningsih, S.T 197604172008012017 

Kepala Subbidang 

Pelayanan Keluarga 

Berencana 

11. Sadiman, S.E 196512011989031011 
Kepala Subbidang 

Pengendalian Penduduk 

12. Dra. Yetti Feniwati 196703041992032013 
Kepala Subbidang 

Keluarga Sejahtera 

13. Dra. Dini Sri Wahyuni 196704131993022002 

Kepala Subbidang 

Advokasi dan 

Penggerakan Institusi 

14. Sulikah Ekayanti, S.Sos 196601111986032010 Kepala Subbidang 
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Pemberdayaan Perempuan 

15. Sri Yoeni Ambarwati, S.Sos 196706291987032004 
Kepala Subbidang 

Pengarusutamaan Gender 

16. Titik Rositawati, S.E., M.M 197103071995032004 
Kepala Pengarusutamaan 

Hak Anak 

17. 
Dra. Rr. Nurhasta Sri Handayani, 

M.M 
196501301994031003 

Kepala Subbidang 

Perlindungan Perempuan 

dan Anak 

Gambar 1. Struktur Organisasi 

2. Visi dan Misi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik 
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Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik sebagai ujung tombak dalam menciptakan 

kesejahteraan dan perlindungan masyarakat diwajibkan untuk dapat 

beradaptasi dan memiliki kinerja yang dapat mengembangkan suatu 

perubahan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu sebagai pedoman untuk 

memberikan pelayanan dan mewujudkan suatu kesejahteraan masyarakat 

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KBPPPA) memiliki visi dan misi sebagai berikut : 

a. Visi

“Penduduk Tumbuh Seimbang didukung Keluarga yang Berkualitas 

dan Berkeadilan Gender” 

b. Misi

Demi mewujudkan visi diatas, maka hal tersebut harus memiliki 

dukungan dari beberapa misi yang akan dilaksanakan, diantaranya yaitu : 

i. Menggerakan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam

program KB (Keluarga Berencana) dan membangun keluarga kecil

bahagia dan sejahtera

ii. Menata kembali pengelolaan program keluarga berencana

iii. Memperkuat sumber daya manusia operasional program KB

(keluarga berencana)

iv. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui

pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

v. Menciptakan manajemen KB dan PP akuntable
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vi. Menggalang kemitraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan

kemandirian serta ketahanan keluarga

vii. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan

kesetaraan keadilan gender melalui program KB.
3

3. Tugas dan Fungsi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik 

Menciptakan sebuah lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang 

kekeluargaan, gender perempuan, serta hak anak harus dengan kinerja dan 

semangat dalam menjalankan tugas pada setiap bidangnya. Tugas dan fungsi 

yang menempel pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik, diantaranya yaitu : 

a. Tugas

Membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

b. Fungsi

1) Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan

pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan

kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

3
 Kabupaten Gresik, “Profil Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak”,https://gresikkab.go.id/profil/dinas-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-

perlindungan-anak,"diakses pad 30 November 2021". 
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2) Pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kreteria

di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan

kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

3) Pengkoordinasian pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan,

pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi

pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan

kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

4) Pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB

atau petugas lapangan KB dan kader KB serta pengendalian dan

pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi

5) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian

penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga,

serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

6) Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai

dengan bidang tugasnya
4

4. Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan  Anak

Wawancara dengan Dra. Rr. Nurhasta Sri Handayani, M.M selaku kepala sub 

bidang perlindungan perempuan dan anak, memaparkan bahwa proses 

penanganan kasus tindak pidana penganiayaan anak terbagi menjadi beberapa 

bagian, diantaranya yaitu :
5

4
 Ibid. 

5
Nurhasta Sri Handayani (Kepala Subbidang Perlindungan Anak di Dinas Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik), Wawancara, Gresik, 13 

November 2021, Pukul 13:00. 
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1. Penanganan Pengaduan Secara Langsung

Pengaduan secara langsung dapat diartikan sebagai pelapor mendatangi 

tempat dinas secara langsung dan mengadukan adanya tindak penganiayaan 

anak yang dialaminya pada diri sendiri, orang lain, ataupun masyarakat. 

a. Proses penerimaan pengaduan

1) Pelapor datang ke kantor dinas diterima oleh petugas keamanan di

receptionist, kemudian ditanya kepentingan kunjungan. Apabila

kepentingan tersebut untuk mengadukan sebuah tindakan maka

petugas akan mengkomunikasikan kepada petugas di unit yang dituju

2) Lalu pelapor akan diantar oleh petugas keruangan unit yang dituju

guna untuk diperiksa dan pelapor memberikan keterangan yang

sebenarnya

3) Petugas unit akan memberikan surat pernyataan untuk ditanda tangani

informed consent sebelum pelapor dimintai keterangan atau informasi

4) Petugas unit menyampaikan informasi standart yang berhubungan

dengan jenis layanan apa saja yang tersedia di kantor dinas tersebut

5) Petugas menjelaskan tugas dan fungsi unit pengaduan dan

keterbatasan yang dimiliki, kemudian petugas mempertegas kembali

bantuan apa yang diharapkan oleh pelapor

6) Petugas unit akan memberikan beberapa pertanyaan kepada sang

pelapor yang harus di jawab

7) Pelapor dibantu untuk membuat surat pengaduan tertulis guna untuk

arsip dinas, jika hasil wawancara dan identifikasi korban adalah anak –

anak maka petugas langsung melaporkan kepada kepolisian

8) Pelapor dan petugas berdiskusi tentang pilihan layanan lanjutan yang

dibutuhkan pelapor, jika sudah keluar hasil diskusi adalah pengaduan
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lanjutan maka petugas unit tersebut mengantar dan mendampingi 

pelapor ke kepolisian guna untuk penanganan kasus yang lebih serius.  

Gambar 2.Alur Penanganan

2. Penanganan Pengaduan Tidak Langsung

Penanganan pengaduan tidak langsung memiliki pengertian yaitu 

pelapor (korban atau keluarga) mengadukan tindakan yang dialaminya 

sendiri atau orang lain dengan melalui media telepon, email, surat, dan 

lainnya. Hasil wawancara dengan ibu Dra. Rr. Nurhasta Sri Handayani, 

M.M selaku kepala bidang perlindungan perempuan dan anak membagi 

penanganan pengaduan menjadi beberapa bagian, yaitu : 

Pelapor datang 

langsung ke Dinas 

KBPPPA 

Pelapor ke unit yang dituju 

dan menandatangani surat 

pernyataan  

Petugas menjelaskan 

informasi tugas dan fungsi 

Dinas KBPPPA 

Petugas memberikan 

beberapa pertanyaan terkait 

kasus yang dilaporkan 

Petugas memberikan 

pertanyaan guna 

mempertegaskan bantuan 

apa yang diharapkan 

Petugas membuat 

surat pengaduan 

yang akan disalurkan 

ke kepolisian 

Petugas akan 

mengantar dan 

mendampingi 

pelapor ke kepolisan 

guna untuk 

pengaduan 

Jika korban adalah 

perempuan dan anak – 

anak, maka petugas akan 

mendatangi korban untuk 

dibantu pemulihan trauma 

ataupun akibat yang lain 

Petugas dan Pelaporan 

bersama-sama 

menyelesaikan kasus 

hingga tahap putusan 

pengadilan 
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a. Penanganan melalui media telepon atau hotline

Dalam bentuk penanganan semacam ini Dinas Keluarga 

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KBPPPA) Kabupaten gresik memiliki nomor telepon khusus 

pengaduan yang siap siaga call center 24 jam, pengaduan melalui 

telepon diperuntukkan kepada mereka yang ingin melapor namun 

tidak mampu mengakses layanan dengan datang langsung ke kantor 

dinas. 

1. Pertama petugas menerima telepon dengan tutur kata yang

lembut dan ramah, kemudian petugas menanyakan kepada

pelapor terkait identitas pelapor

2. Setelah itu, petugas memberikan sedikit pembicaraan agar

pelapor menceritakan hal yang sebenarnya dan secara rinci

3. Lalu, petugas menyampaikan saran dan informasi terkait layanan

yang tersedia di unit tersebut

4. Selanjutnya, petugas bertanya untuk pengaduan lanjutan, apakah

berhenti di dinas tersebut saja, ataukah ingin dilanjutkan ke

kepolisian

5. Jika pelapor ingin melanjutkan kasusnya, maka petugas akan

mengatur jadwal untuk mengantar dan mendampingi pelapor

untuk mengadukan kasus tersebut

b. Penanganan pengaduan melalui surat

Penanganan pengaduan dalam bentuk ini diberikan khusus untuk 

masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari tempat layanan dan 

jauh dari prasarana telepon. Layanan penanganan pengaduan melalui 
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surat ini dapat memberkan kesempatan kepada pelapor yang tidak 

ingin identitasnya diketahui oleh khalayak umum. Namun 

penanganan dalam bentuk ini sangat tidak efisien karena mempunyai 

keterbatasan waktu untuk mengirim dan membalasa surat, sehingga 

respon petugas dinas akan lebih sulit.
6

1. Pertama, petugas membaca surat yang masuk, jika surat yang

diterima merupakan pengaduan tindak penganiayaan terhadap 

anak, maka petugas harus membalas surat tersebut 

2. Petugas membalas surat dengan bahasa yang jelas dan tidak

berbelit – belit 

3. Setelah selesai surat yang dibuat sebagai balasan dan surat yang

diterima sebagai pengaduan, dirangkap di fotocopy dan di 

simpan di map rapi guna untuk folder arsip 

c. Penanganan pengaduan melalui E-mail

Penanganan pengaduan melalui media e-mail akan lebih 

mempermudah pelapor untuk mengadukan pemasalahannya. 

pengaduan melalui e-mail ini mempunyai keterbatasan karena 

komunikasinya tidak langsung sehingga respon dari petugas ataupun 

korban menjadi tertunda. Selain itu, ada kemungkinan data yang 

disampaikan sangat terbatas sehingga petugas memerlukan waktu 

6
Nurhasta Sri Handayani (Kepala Subbidang Perlindungan Anak di Dinas Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik), Wawancara, Gresik, 13 

November 2021, Pukul 13:00. 
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untuk dapat meminta kelengkapan data tersebut dari korban / 

pelapor.
7

1. Pertama, petugas membaca e-mail yang masuk dan segera

membalas bahwa pengaduan telah diterima dan akan di pelajari 

dalam beberapa hari (minimal 3 hari kerja) 

2. Cara pembalasan e-mail juga harus dengan menggunakan bahasa

yang jelas dan tidak multi interpretasi 

3. Petugas yang menerima e-mail pengaduan, maka e-mail tersebut

di print dan dicatat dalam laporan pengaduan 

4. Kemudian hardcopy e-mail dimasukkan kedalam map guna

untuk arsip 

B. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penganiayaan 

Terhadap Anak 

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KBPPPA) Kabupaten Gresik memiliki upaya dan kendala untuk memberikan 

suatu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan. Oleh 

karena itu dalam sub bab ini dijelaskan upaya serta kendala yang terjadi, yaitu : 

1. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) terhadap perlindungan korban 

tindak pidana penganiayaan terhadap anak 

7
 Ibid. 
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Wawancara oleh Ibu ningsih selaku staf di unit bidang perlindungan 

perempuan dan anak, beliau memaparkan bahwa banyak sekali upaya yang 

telah dilakukan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik terhadap perlindungan 

korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak, diantaranya yaitu : 

a. Membuat jadwal pelaksanaan program perlindungan hak anak

b. Membuat kegiatan sosialisasi kepada warga akan bahayanya tindak pidana

penganiayaan anak

c. Membentuk pusat informasi dan konsultasi perlindungan hak anak

d. Mendampingi anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan

e. Membantu memulihkan psikis dan mental anak – anak yang menjadi

korban tindak pidana penganiayaan

f. Membuat pelatihan khusus terhadap guru sekolah dan orang tua anak

g. Membantu kasus atau tindakan yang telah dialami korban untuk

dilaporkan kepihak kepolisian
8

Pasal 23 Peraturan Bupati Kabupaten Gresik No 56 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 

menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk melindungi korban tindak 

pidana penganiayaan terhadap anak, diantaranya yaitu : 

a. Menyusun bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang

perlindungan hak anak

8
 Ningsih (Staf Unit Subbidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Dinas Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik), Wawancara, Gresik, 16 

November 2021, Pukul 09:00. 
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b. Menyusun koordinasi dan sinkronisasi terhadap program yang akan di

jalankan

c. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang

perlindungan anak

d. Menyusun sistem pelayanan administrasi terhadap program yang

dijalankan

e. Melaksanakan program yang telah disusun rapi

f. Menyediakan fasilitas untuk masyarakat dalam penanganan kasus tindak

pidana penganiayaan

g. Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan

dalam bidang anak – anak
9

2. Kendala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (KBPPPA) terhadap perlindungan korban tindak pidana 

penganiayaan terhadap anak 

Kasus mulai dari kekerasan, penganiayaan, pembunuhan, serta yang 

lainnya membuat Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik mengalami kendala dalam 

melayani mayarakat, yaitu : 

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tugas dan fungsi Dinas

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KBPPPA) 

9
 Tim Redaksi, Peraturan Bupati Kabupaten Gresik No 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, 

Dan Perlindungan Anak, (Gresik, 2016), 17–18. 
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b. Banyaknya kasus tindak pidana penganiayaan anak membuat staf dan

karyawan dinas kalang kabut 

c. Minimnya informasi adanya pelayanan Dinas Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) membuat 

masyarakat enggan melaporkan kejadian 

d. Kurangnya luas bangunan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) membuat staf dan 

karyawan binggung akan tempat menaruh arsip kasus yang terjadi
10

C. Intensitas Kasus Tindak Pidana Kekerasan dan Penganiayaan Terhadap 

Anak 

Kasus tindak pidana kekerasan dan penganiayaan di Kabupaten Gresik pada 

tahun 2018 hinggan 2021 membuat Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik menyusun data 

dalam bentuk tabel, sebagai berikut :
11

10
 Ningsih (Staf Unit Subbidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Dinas Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik), Wawancara, Gresik, 16 

November 2021, Pukul 09:00. 
11

 Lilik (Staf Unit Subbidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Dinas Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik), Wawancara, Gresik, 25 

November 2021, Pukul 09:40. 
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Table 2. Data kasus

NO BULAN 

JENIS TINDAKAN 

TOTAL Pelecehan 

Seksual 

Persetubuhan 

Anak 

KDRT 

Anak 
Penganiayaan 

1. 2018 5 21 14 23 63 

2. 2019 9 23 14 39 85 

3. 2020 10 26 14 40 90 

4. 2021 12 27 24 54 117 

Tahun 2018 hingga 2021 total kasus keseluruhan dapat ditulis dalam diagram 

sebagai berikut : Gambar 3. Data kasus diagram batang 

0

10

20

30

40

50

60

2018 2019 2020 2021 

DATA KASUS KEKERASAN DAN 
PENGANIAYAAN ANAK 

Pelecehan Seksual Persetubuhan Anak KDRT Anak Penganiayaan Anak



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70 

Gambar 4. Data kasus diagram lingkaran

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, bahwa dari tahun 2018 hingga 2019 

telah terjadi peningkatan signifikan terhadap tindak pidana kekerasan dan 

penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Gresik. Hal ini disebabkan oleh faktor 

eksternal yang ada pada tahun 2018 hingga 2021, dimana pada tahun ini sedang 

terjadi wabah Virus Corona Disease (Covid-19) yang menyerang Negara 

Indonesia. Virus ini mengakibatkan kehidupan masyarakat sangat mati mulai dari 

segi sosial, ekonomi, dan budayanya. 

Virus Corona Disease (Covid-19) menyebabkan banyak orang menjadi stress 

sehingga tidak menutup kemungkinan akan melakukan tindak kekerasan dan 

penganiayaan kepada anak ataupun orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu tugas 

serta peran Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 
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Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik sangat diperlukan untuk 

menuntas habis tindak pidana semacam itu. 

D. Rincian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak di Panti 

Asuhan Kabupaten Gresik 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu ningsih selaku staf unit 

perlindungan perempuan dan anak Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik, beliau 

menceritakan kejadian tindakan penganiayaan anak yang terjadi di salah satu 

panti asuhan kabupaten gresik.
12

Kasus ini terjadi pada bulan juli 2021, tindak pidana penganiayaan yang 

terjadi di salah satu panti asuhan bernama Al – Amin yang berada di Desa 

Munggugebang, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik dialami oleh 2 anak yang 

menjadi korban, dengan inisial DRS (10 tahun) dan MFS (11 Tahun). Kedua anak 

tersebut merupakan penghuni panti asuhan itu. Tindak pidana penganiayaan 

dilakukan oleh anak dari pemilik panti asuhan tersebut dengan pelaku bernama 

Muhaimin (30 tahun). 

Tindak pidana penganiayaan anak terjadi saat DRS dam MFS sedang bermain 

mesin permainan yang isinya hadiah dengan pelaku (Muhaimin), ketika itu DRS 

dan MFS telah mencoba untuk mengambil hadiah dari mesin permainan namun 

12
 Ningsih (Staf Unit Subbidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Dinas Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik), Wawancara, Gresik, 25 

November 2021, Pukul 09:00. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72 

upayanya selalu gagal, kemudian DRS dan MFS secara langsung dan curang 

mengambil hadiah itu tanpa didorong oleh mesin permainan. Mengetahui 

tindakan itu pelaku (Muhaimin) murka dan marah sehingga pelaku langsung 

menyabet korban dengan seutas kabel listrik. Meskipun korban DRS dan MFS 

telah mengembalikan hadiah tersebut dan meminta maaf, namun pelaku M tidak 

mengubris akan hal itu dan enggan menghentikan aksi penganiayaannya. Karena 

perbuatan pelaku (Muhaimin) kedua korban mengalami luka memar dibagian 

punggung dn pelipis. 

Pada saat itu korban DRS dan MFS sempat berlari keluar panti untuk meminta 

pertolongan kepada warga setempat, namun korban tertangkap oleh pelaku 

Muhaimin di dekat pagar panti asuhan tersebut. Korban DRS dan MFS di iming – 

iming uang pecahan Rp. 100.000 oleh pelaku Muhaimin untuk tidak kabur dan 

melapor kepada warga sekitar. 

Kasus ini diketahui oleh keluarga korban saat keluarga korban mengunjungi 

panti asuhan tersebut, melihat anaknya mengalami kondisi luka – luka, akhirnya 

keluarga korban melaporkan kasus tersebut ke polres gresik dan Dinas Keluarga 

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) 

Kabupaten Gresik. Keluarga korban yang telah melapor kepada Unit 

Perlindungan Anak Dinas KBPPPA kemudian di dampingi oleh staf dan petugas 

untuk menyerahkan kasus ini ke Polres Gresik, karena Polres Gresiklah yang 

berwenang untuk menangani kasus tersebut. 
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Staf dan Petugas yang lainnya team dari Unit Perlindungan Anak Dinas 

KBPPPA kemudian menemui sang korban guna untuk di dampingi untuk 

menghilangkan trauma mental dan psikis yang telah di alami korban DRS dan 

MFS. Tidak hanya itu team Dinas KBPPPA juga mendatangi panti asuhan yang 

menjadi tempat tindak pidana penganiayaan anak guna untuk menggalih 

informasi yang sebenarnya terjadi. 

Sampai pada bulan september kasus ini masih ditangani oleh pihak kepolisian 

Kabupaten Gresik, dan masih dalam proses penyelidikan. Saat ini Korban DRS 

dan MFS telah bersama keluarga korban di rumah yang berada di daerah Gresik 

Kota Baru (GKB) dan sampai saat ini masih dikontrol oleh team dari Dinas 

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KBPPPA).
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BAB IV 

PROSES PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN 

ANAK DI PANTI ASUHAN KABUPATEN GRESIK 

A. Dinamika Perkembangan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap 

Anak di Kabupaten Gresik 

Kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Indonesia khususnya di 

daerah Kabupaten Gresik saat ini banyak menyita perhatian baik masyarakat 

ataupun lembaga – lembaga yang bertanggung jawab akan adanya kasus tersebut. 

Dinamika perkembangan kasus baik kekerasan anak maupun penganiayaan anak 

berkembang dengan sangat pesat. Angka kasus baik yang terjadi di daerah 

Kabupaten Gresik maupun diluar daerah Gresik membuat Lembaga yaang 

menaungi ataupun menangani sangat bekerja extra untuk menyelesaikan kasus 

tersebut. 

Di daerah Kabupaten Gresik korban dari tindak pidana penganiayaan terhadap 

anak dinaungi dan dilindungi oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA). Lembaga ini dipilih dan diberi 

tanggung jawab oleh Bupati Kabupaten Gresik guna untuk melindungi hak – hak 

perempuan dan hak – hak anak. Oleh karena itu mulai dari kasus kekerasan 

terhadap anak dan penganiayaan anak, lembaga inilah yang bertanggung jawab. 
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Mulai dari perlindungan haknya, membantu menyelesaikan kasusnya, sampai 

membantu psikologi anak sebagai korban agar pulih kembali.
1

Perlindungan terhadap anak dapat diartikan sebagai proses dimana mereka 

mendapati tempat, perlakuan, dan kesempatan yang sesuai dengan apa yang 

menjadi hak serta kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk 

perlindungan hukum terhadap anak saat ini sangat diperlukan guna untuk 

kesejahteraan di masa kehidupannya. Saat ini dalam kehidupan seorang anak 

sangat rentan dengan tindakan kekerasan ataupun penganiayaan yang 

menimpanya, adanya bentuk dan jenis kekerasan dan penganiayaan yang didapati 

oleh anak menjadikan perlindungan hukum dibutuhkan oleh anak, baik dari Dinas 

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KBPPPA) ataupun lembaga – lembaga hukum lainnya. 

Lembaga – lembaga atau dinas yang terpilih guna untuk melakukan dan diberi 

tanggung jawab agar melaksanakan perlindungan hukum bagi anak agar tidak 

terjadi tindakan atau kasus – kasus kekerasan serta penganiayaan disetiap daerah. 

dinas – dinas ataupun lembaga pemerintahan yang dipilih tidak hanya satu atau 

dua lembaga saja dalam setiap daerah, terkadang ada empat hingga lima dalam 

setiap daerah. dalam Kabupaten Gresik terdapat 3 lembaga yang melindungi hak 

anak, yaitu: Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 

1
Nurhasta Sri Handayani (Kepala Subbidang Perlindungan Anak di Dinas Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik), Wawancara, Gresik, 13 

November 2021, Pukul 13:00. 
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Perlindungan Anak (KBPPPA), Dinas Sosial, Unit Perlindungan Perempuan dan 

Anak (Polresta Kabupaten Gresik). 

Pada tahun 2018 hingga tahun 2021 baik kasus kekerasan anak, KDRT 

(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap anak, pelecehan seksual, 

persetubuhan, dan penganiayaan mengalami kenaikan signifikan yang diakibatkan 

oleh era pandemi virus covid-19. Dari data yang diambil dari Dinas Keluarga 

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) 

Kabupaten Gresik tahun 2021 merupakan tahun yang dilansir paling banyak 

terjadi kasus tindak pidana penganiayaan dan kekerasan terhadap anak. Akan 

tetapi pada tahun – tahun sebelumnya juga sudah terjadi tindak pidana 

penganiayaan di daerah kabupaten Gresik dengan angka yang sangat tinggi. 

Pada tahun 2018 kasus pelecehan seksual ada 5 kasus, KDRT (Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga) terhadap anak ada 14 kasus, kemudian persetubuhan ada 

21 kasus, dan penganiayaan terhadap anak terletak pada angka 23 kasus. Dalam 

hal ini dapat dikatakan bahwa pada tahun 2018 mulai dari bulan januari hingga 

desember terdapat 63 kasus kekerasan yang menjadikan anak sebagai korban. 

Tahun 2019 dimulai dari bulan januari hingga desember terdapat 85 kasus 

tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap anak, dengan rincian yaitu 

pelecehan seksual terdapat 9 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

terhadap anak di angka 14 kasus, persetubuhan anak tada 23 kasus, dan tindak 

pidana penganiayaan terhadap anak mencapai 39 kasus. Dilihat dari tahun 
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sebelumnya, tahun 2019 memiliki kenaikan angka kasus, yaitu hanya 21 kasus 

saja. Namun tidak untuk tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang 

mengalami kenaikan 16 kasus dari tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2020 angka kasus tindak pidana pelecehan seksual di Kabupaten 

Gresik terdapat 10 kasus, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terdapat 14 

kasus, persetubuhan anak terdapat 26 kasus, sedangkan tindak pidana 

penganiayaan terdapat 40 kasus yang terjadi. Dari jumlah kasus di tahun 2020 

yaitu 90 kasus yang terjadi, maka Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik lebih 

mengencangkan kinerja guna untuk menuntas habis kasus – kasus yang telah 

terjadi. 

Tahun 2021 merupakan tahun yang memiliki intensitas angka kasus tindak 

pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap anak yang sangat tinggi. Dimulai 

dari kasus pelecehan seksual yang berada pada titik angka 12 kasus, KDRT 

(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terjadi 24 kasus, persetubuhan anak ada 27 

kasus, dan tindak penganiayaan terhadap anak di angka 54 kasus. Pada tahun ini 

ada terdapat 117 kasus yang harus di bantu dan diusut tuntas oleh Dinas Keluarga 

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) 

Kabupaten Gresik. 

Data kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap anak yang diperoleh dari 

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
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(KBPPPA) Kabupaten Gresik, meningkatnya kasus tersebut di setiap tahunnya 

membuat kinerja para staf dan karyawan serta kepala dinas semakin hari – 

semakin menumpuk. Banyaknya korban yang diakibatkan oleh kasus yang ada 

membuat kepala dinas saat ini mengerahkan banyak team dan personil guna untuk 

melindungi korban – korban yang ada. Oleh karena itu, dengan banyaknya team 

yang turun lapangan guna mengusut suatu kasus tersebut kepala Dinas Keluarga 

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) 

Kabupaten Gresik menginginkan kasus yang ada cepat tertangani. 

Perkembangan yang sangat pesat tindak pidana kekerasan dan penganiayaan 

terhadap anak terjadi karena beberapa faktor yang membelakangi. Faktor yang 

paling mempengaruhi saat ini adalah faktor external dimana pada tahun 2018 

hingga 2019 terjadi wabah virus penyakit yang disebut dengan Corona Virus 

Disease (Covid – 19). Menurut Enrico Ferri dan Burt mengelompokkan faktor- 

faktor ke dalam 3 kelompok, yaitu : 

1. Individual atau antropologi, yang meliputi: umur, kelamin, status, keahlian,

dan domisili 

2. Physical, yang meliputi: ras dan iklim

3. Sosial, yang meliputi: kerapatan penduduk, jumlah penduduk, emigrasi, dan

pendapatan umum
2

2
Emil Salim Siregar, “Kriminologi Terhadap Peningkatan Kejahatan,” Jurnal Pionir LPPM 

Universitas Asahaan 2, no. 3` (2017): 2. 
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Dari ketiga faktor diatas, dapat disebut dengan istilah multiple causation, 

dengan artian yaitu kejahatan bukanlah dianggap atau yang disebabkan oleh suatu 

gejajala, namun kejahatan merupakan perbuatan yang seketika muncul pada 

situasi yang berlainan. Banyaknya faktor yang mempengaruhi tindak pidana 

kekerasan dan penganiayaan terhadap anak, membuat para ahli 

mengklasifikasikan dari 2 sudut pandang, diantaranya yaitu : 

1. Faktor Internal

Faktor internal dapat disebut juga faktor dari kepribadian si pelaku atau 

faktor yang datang dari diri si pelaku (offender). Kepribadian seseorang 

dengan yang lain tidak akan memiliki persamaan, dengan kata lain 

kepribadian pada diri seseorang memiliki perbedaan yang signifikan dan 

setiap orang memiliki ciri khas yang identik dan ciri khas tersebut tidak 

dimiliki orang lain. 

Walau dikatakan faktor internal adalah faktor yang berada pada diri 

seseorang, namun apa yang ada pada diri seseorang tidak selamanya 

merupakan bawaan dari ketika ia dilahirkan, akan tetapi sikap dan sifat 

seseorang yang merupakan hasil dari sebuah bentukan, baik yang datang dari 

keluarga ataupun lingkungannya.
3

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terjadi pada lingkungan keluarga, keluarga dapat 

diartikan sebagai tempat pertama ataupun dasar yang fundamental dalam 

3
 Ibid., 3. 
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setiap perkembangan dan pertumbuhan bagi diri seseorang. Keluarga sendiri 

khususnya orang tua merupakan dasar awal dalam pembentukan karakteristik 

diri dari seseorang, hal ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu menjurus pada hal 

positif ataupun menjurus pada hal yang negatif. 

Kondisi keluarga yang kacau serta berantakan, atau bisa disebut dengan 

Broken Home, merupakan awal dari pembentukan potensial diri seseorang 

yang menjuru pada hal negatif. Kurangnya kasih sayang dan kebutuhan untuk 

kehidupan dari orang tua, membuat kebanyakan seseorang akan mengalami 

tindak kekerasan ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pelaku 

yang tak jauh dari kerabat dekatnya. 

Benang merah dari 2 sudut pandang faktor yang mempengaruhi tindak pidana 

kekerasan dan penganiayaan terhadap anak, bahwa terjadinya tindakan tersebut 

dikarenakan si pelaku mengalami gangguan beberapa faktor diatas. Oleh karena 

itu dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan dan penganiayaan anak 

kejiwaan pelaku akan di test psikis dan kejiwaannya. 

Tindak pidana kekerasan dan penganiayaan yang menjadikan korban sebagai 

anak memiliki dampak tersendiri bagi kesehatan fisik dan mental anak. Adapun 

beberapa dampak yang terjadi jika anak menjadi korban tindak pidana kekerasan 

dan penganiayaan, yaitu : 

1. Perkembangan fisik, psikis, dan mental anak menjadi terganggu, Dalam masa

anak – anak, perkembangan baik fisik, psikis, dan mental mengalami 
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kenaikan yang signifikan. Dampak dari terjadinya tindak pidana kekerasan 

dan penganiayaan anak dapat mempengaruhi kesehatan mental anak – anak. 

2. Depresi dan trauma, hal ini dapat terjadi dengan keadaan kurangnya rasa

percaya diri dan sulitnya mengungkapkan perasaan. Tidak hanya trauma dan 

depresi dampak dari penganiayaan dapat berupa sulitnya berinteraksi dengan 

orang lain, sulitnya berfikir dan fokus, cenderung akan melakukan kegiatan 

bunuh diri. 

3. Luka pada bagian tubuh dan fisik teetentu, dampak tindak pidana kekerasan

dan penganiayaan terhadap anak dapat berupa luka – luka dan sakit pada 

bagian tubuh – tubuh tertentu, adapun beberapa contoh luka dan fisik yang 

terjadi yaitu : memar, kesleo, bengkak, baret, merah – merah, dan lain – lain. 

4. Kurangnya hubungan korban dengan orang lain yang harmonis, dalam

dampak ini menjadikan orang lain sebagai objek dimana korban akan 

mengalami sulitnya bergaul dengan orang lain. 

5. Anak lebih agresif, dalam hal ini dampak yang akan diterima oleh anak dapat

berupa kekesalan tersendiri terhadap orang atau pelaku tindak pidana 

kekerasan dan penganiayaan. Korban akan lebih agresif dan marah jika 

bertemu dengan pelaku yang telah memperlakukan dirinya dengan tindakan 

penganiayaan ataupun kekerasan.
4

4
“Mengenali Bentuk Dan Dampak Kekerasan Pada Ana,, https://jovee.id/memahami-dampak-

kekerasan-pada-anak-bagi-kesehatannya/"diakses pada 30 November 2021. 
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Pesatnya perkembangan serta dampak dari tindak pidana kekerasan dan 

penganiayaan terhadap anak, membuat Dinas Keluarga Berencana Pembedayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik memiliki upaya 

untuk mengusut dan memberantas tuntas tindak pidana tersebut. Hasil wawancara 

dengan salah satu staf di unit subbidang perlindungan anak, beliau menjelaskan 

bahwa upaya yang dilakukan dapat berupa : 

1. Pendampingan anak untuk menyelesaikan kasus yang terjadi dalam dirinya,

dalam hal ini Dinas Keluarga Berencana Pembedayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik akan membantu serta 

mendampingi anak mulai dari melapor kepada kepolisian sampai kasus 

tersebut masuk kedalam pengadilan negeri, dan untuk semua biaya 

penanganan kasus akan dibayarkan oleh dinas tersebut. 

2. Pembantuan pemulihan psikis dan mental anak yang menjadi korban tindak

pidana kekerasan dan penganiayaan, Dinas Keluarga Berencana Pembedayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik akan 

membantu agar psikis dan mental anak kembali ke semula, tanpa ada depresi 

dan trauma yang mendalam. Oleh karena itu dinas tersebut membagi staf dan 

karyawannya menjadi beberapa team guna untuk membantu pengobatan akan 

psikis dan mental si anak. 
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3. Membentuk pusat informasi dan konsultasi perlindungan hak anak, Dinas

Keluarga Berencana Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KBPPPA) Kabupaten Gresik membentuk pusat informasi guna untuk sebagai 

layanan jika ada masyarakat yang melihat, mengalami, serta mengetahui 

adanya tindakan pidana kekerasan ataupun penganiayaan yang dilakukan 

seseorang kepada seorang anak. Staf dan karyawan dinas tersebut akan 

mendata kasus – kasus yang telah dilaporkan kepada dinas Keluarga 

Berencana Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) 

Kabupaten Gresik. 

B. Analisis Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap 

Anak di Panti Asuhan Kabupaten Gresik 

Terjadinya kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak di panti asuhan 

Kabupaten Gresik merupakan salah santu bentuk kasus yang harus di usut tuntas 

oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik. Kasus ini terjadi di pertengahan bulan juli 

2021, dengan korban berinisial DRS yang berumur 10 tahun dan MFS yang 

berusia 11 tahun. Kedua anak tersebut merupakan penghuni panti asuhan yang 

terletak didaerah benjeng, kedua anak tersebut dititipkan di panti asuhan karena di 

tahun 2020 anak tersebut melakukan tindak pencurian sehingga direhabilitasi di 

panti asuhan. 
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Berawal suatu ketika DRS dan MFS bermain mesin capit isi boneka tetapi 

selalu gagal dalam mengambil hadiahnya, kemudian DRS dam MFS mengambil 

hadiah langsung tanpa menggunakan mesinnya. Pelaku yang bernama Muhaimin 

yang berusia 30 tahun selaku anak dari pengurus panti dibuat geram akan 

kelakuan 2 anak tersebut. Saat kejadian tersebut Muhaimin marah dan murka 

terhadap kedua anak tersebut sehingga terjadilah tindak pidana penganiayaan 

kepada anak tersebut dengan menggunakan seutas kabel listrik yang disebetkan 

kebagian kaki dan punggung korban. Korban DRS dan MFS telah meminta maaf 

kepada pelaku (Muhaimin) tetapi pelaku tidak menggubris sama sekali dan terus 

melakukan aksi tindakan penganiayaannya. Dengan begitu dapat dilihat bahwa 

korban DRS dan MFS mengalami luka memar dan bengkak pada bagian 

punggung dan kaki bagian betis. 

Proses penanganan kasus tindak pidana penganiayaan anak dilakukan oleh 

pihak Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik bermula pada saat keluarga korban DRS dan 

MFS melapor pada dinas terkait. Pada saat keluarga korban melaporkan apa yang 

telah terjadi kepada anak DRS dan MFS team dari Dinas Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik 

bergegas untuk membuat laporan guna untuk di serahkan kepada pihak 

kepolisian. 
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Keluarga dari korban MFS dan DRS dibantu dan ditemani pada saat 

melaporkan kasus ini kepihak kepolisian. Tidak hanya menemani dan membantu 

dalam menyelesaikan perkara yang menimpa korban DRS dan MFS. Para pihak 

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KBPPPA) Kabupaten Gresik juga membantu dalam penyembuhan akan fisik dan 

psikis korban dengan membawanya ke rumah sakit dan ke psikolog anak untuk di 

rehabalitasi guna untuk dihilangkan rasa trauma serta rasa takutnya. 

Tidak hanya untuk kasus penganiayaan saja yang bisa dilaporkan kepada 

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan Anak 

(KBPPPA) Kabupaten Gresik, segala bentuk kekerasan yang menimpa baik 

perempuan atau anak – anak dapat di laporkan kepada pihak tersebut. Adapun 

cara untuk pelaporan kasus secara langsung, yaitu : 

1) Pelapor datang ke kantor dinas diterima oleh petugas keamanan di

receptionist, kemudian ditanya kepentingan kunjungan. Apabila kepentingan

tersebut untuk mengadukan sebuah tindakan maka petugas akan

mengkomunikasikan kepada petugas di unit yang dituju

2) Lalu pelapor akan diantar oleh petugas keruangan unit yang dituju guna untuk

diperiksa dan pelapor memberikan keterangan yang sebenarnya

3) Petugas unit akan memberikan surat pernyataan untuk ditanda tangani

informed consent sebelum pelapor dimintai keterangan atau informasi

4) Petugas unit menyampaikan informasi standart yang berhubungan dengan

jenis layanan apa saja yang tersedia di kantor dinas tersebut

5) Petugas menjelaskan tugas dan fungsi unit pengaduan dan keterbatasan yang

dimiliki, kemudian petugas mempertegas kembali bantuan apa yang

diharapkan oleh pelapor

6) Petugas unit akan memberikan beberapa pertanyaan kepada sang pelapor yang

harus di jawab
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7) Pelapor dibantu untuk membuat surat pengaduan tertulis guna untuk arsip

dinas, jika hasil wawancara dan identifikasi korban adalah anak – anak maka

petugas langsung melaporkan kepada kepolisian

8) Pelapor dan petugas berdiskusi tentang pilihan layanan lanjutan yang

dibutuhkan pelapor, jika sudah keluar hasil diskusi adalah pengaduan lanjutan

maka petugas unit tersebut mengantar dan mendampingi pelapor ke kepolisian

guna untuk penanganan kasus yang lebih serius.

Melihat dari kasus yang ada, tindakan dengan membuat korbannya (anak) 

memiliki luka baik fisik dan psikis dinamakan sebagai tindak pidana 

penganiayaan terhadap anak. Penganiayaan anak sendiri memiliki definisi yaitu 

suatu tindakan ataupun perbuatan yaang dilakukan oleh orang lain kepada 

manusia kecil atau anak – anak yang dapat mengakibatkan luka pada fisik, psikis, 

dan mental serta dapat juga mengakibatkan kematian. Berbagai macam bentuk 

tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Negara Indonesia, yaitu: 

Penganiayaan terahadap fisik, penganiayaan terhadap bagian intim (seksual), serta 

penganiayaan bullying. 

Bentuk kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak membuat Negara 

Indonesia menyusun undang – undang yang khusus diperuntukkan dalam 

penanganan kasus tindakan penganiayaan terhadap anak. Sejatinya penganiayaan 

sendiri telah diatur dalam pasal 351 hingga 358 Kitab Undang – Undang Hukum 

Pidana (KUHP), namun dalam pasal ini hanya memuat penganiayaan terhadap 

orang dewasa saja. Tidak hanya itu dalam pasal ini tertera pula pidana penjara dan 

pidana denda yang harus diberikan kepada pelaku. 
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Tindak pidana penganiayaan terhadap anak saat ini diatur oleh Negara 

Indonesia dalam pasal 76C dan pasal 80 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak. Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang setiap orang atau 

manusia dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 

melakukan, atau ikut serta dalam melakukan tindakan kekerasan dan 

penganiayaan yang dimana anak merupakan objeknya dan sebagai korbannya. 

Tidak hanya itu dalam pasal 80 dijelaskan setiap bentuk tindak pidana 

penganiayaan anak berbeda puladalam pemberian sanksi pidana penjara dan 

pidana denda, yakni : 

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal

76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan 

dan / atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) 

2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku

dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling 

banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka  pelaku

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan / atau 

denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) 
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4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(2) dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.
 5

Pada kasus yang ada yaitu tindak pidana penganiayaan terhadap anak di panti 

asuhan Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, pelaku dengan nama Muhaimin 

usia 30 tahun, dapat dikenakan sanksi pada pasal 80 ayat 1 Peraturan Perundang – 

undangan Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan bunyi : 

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan 

dan / atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)” 

Penjelasan dari kasus, pelaku Muhaimin melakukan tindak kejahatan atau 

tindak pidana penganiayaan terhadap anak dengan melakukan pemukulan dengan 

seutas kabel pada bagian punggung dan kaki. Akibat dari pemukulan tersebut 

dapat dikategorikan kedalam luka ringan, dimana pada luka tersebut tidak 

mengalami cacat berkepanjangan ataupun berakibat fatal bagi bagian organ dalam 

para korban. 

Pihak Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik mengetahui hal ini segera melakukan visum 

guna untuk mengumpulkan bukti – bukti sebelum kasus ini pindah tangan kepada 

kepolisian daerah setempat. Hasil visum yang dinyatakan oleh pihak rumah sakit 

dapat menjadi alat bukti yang akurat guna untuk menuntut perbuatan pelaku agar 

5
 Tim Redaksi, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 34. 
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mendapati hukuman yang berlaku. Oleh karena itu para pihak dari dinas atau 

team yang menangani kasus ini terus bergerak cepat agar dapat menyelesaikan 

kasus ini dengan cepat dan tepat. 

Adanya kasus tindak pidana kekerasan dan penganiayaan anak di Kabupaten 

Gresik membuat hak anak harus dilindungi. Perlindungan hukum sendiri memiliki 

arti yaitu segala usaha dan upaya yang telah dilakukan guna untuk menciptakan 

kondisi agar setiap anak mendapatkan hak dan kewajibannya demi perkembangan 

dan pertumbuhan anak, baik secara fisik, mental, psikis, dan lainnya. 

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai perwujudan adanya keadilan 

untuk anak – anak.
6
 Dalam buku “Peradilan Anak di Indonesia” yang ditulis oleh

Marlina memaparkan bahwa, perlindungan anak merupakan suatu usaha atau 

kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang 

menyadari pentingnya anak bagi kehidupan nusa dan bangsa dikemudian hari.
7

Saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meyebutkan 

perlindungan hukum bagi anak dapat dilihat dalam Undang – Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dimana pada undang – undang ini telah 

secara tegas meperjelas larangan berbuat tindak pidan penganiayaan atau 

kekerasan terhadap anak serta sanksi pidana penjara dan pidana denda yang akan 

dijatuhkan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. 

6
 Irma Setyowati Soemitro, “Aspek Hukum Perlindungan Anak”, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), 10 

7
 Marlina, “Peradilan Anak di Indonesia”, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), 25 
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a. Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan : 

1) Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami

kerugian baik materil maupun moriil sehingga menghambat fungsi 

sosialnya, 

2) Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalamim sakit

atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, 

3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta)
8

b. Pasal 81

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan 

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 

Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 

Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) 

2) Ketentuan pidana sebagaiman di maksut dalam ayat (1) berlaku pula bagi

setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau 

dengan orang lain. 

8
 Tim Redaksi, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 34 
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c. Pasal 82

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul, di podana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

denda paling banyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling 

sedikit Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah)”
9

Undang – Undang tentang perlindungan saat ini menjelaskan dengan tergas 

bahwasannya perlindungan hukum dari negara adalah sebuah kegiatan yang harus 

tetap dilaksanakan secara terus menerus tanpa ada jangka waktu, hal ini guna 

untuk melindungi hak – hak anak yang menjadi korban tindak pidana 

penganiayaan terhadap anak. Kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan oleh 

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KBPPPA) Kabupaten Gresik bertujuan untuk membentuk kehidupan yang baik 

untuk anak agar anak tersebut masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

bibit penerus bangsa memiliki jiwa pancasila dan berakhlak baik. 

Pasal 64 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 

memaparkan tentang segala bentuk yang diberikan negara dalam melindungi hak 

anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu : 

9
 Ibid. 
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1) Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar

lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, 

dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat 

suatu peristiwa pidana yang dialaminya. 

2) Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut

diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban 

tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan 

keluarga korban tidak tercemar. 

3) Upaya memberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban yaitu anak dan

saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman pihak-pihak 

tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan dengan efisien. 

4) Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan

perkaranya, hal ini diupayakan agar pihak korban dan keluarga mengetahui 

mengenai perkembangan proses perkaranya 

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KBPPPA) Kabupaten Gresik saat ini telah melakukan sebagaimana upaya – 

upaya yang telah dicantumkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. Para staf dan pekerja di Dinas KBPPPA saat ini 

melakukan upaya dengan awal pelayanan yang baik hingga membantu para 

masyarakat untuk melaporkan kasus – kasus yang terjadi baik kasus kekerasa, 

penganiayaan, KDRT, dan lain lain kepada kepolisian. Dinas Keluarga Berencana 
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik 

saat ini tidak hanya berjalan sendirian dalam melaksanakan tugasnya atau 

menuntaskan segala kasus yang melibatkan anak, akan tetapi dinas KBPPPA 

bekerja sama dengan para pihak, baik dalam bidang kesehatan, sosial, 

pendampingan, rehabilitasi, ataupun pihak -pihak tertantu yang dibutuhkan. 

Upaya yang dilakukan oleh dinas KBPPPA merupakan tanggung jawab 

sepenuhnya dalam melaksanakan visi dan misi yang telah di tetapkan oleh kepala 

dinas dan Bupati Kabupaten Gresik. Untuk upaya mulai dari pelayanan hingga 

kasus selesai para masyarakat tidak akan dimintai biaya apapun, semua akan 

ditanggung oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penjelasan dan penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat di tarik 

benang merah kesimpulan sebagai berikut : 

1. Data kasus yang ada pada tahun 2018 yang berjumlah 65 kasus, tahun 2019

berjumlah 85 kasus, tahun 2020 berjumlah 90 kasus, serta tahun 2021 

berjumlah 117 kasus menandakan bahwa kasus tindak pidana kekerasan dan 

penganiayaan yang menjadikan anak sebagai korban saat ini perlu lebih 

diperhatikan. Banyak kasus yang terjadi menjadikan Dinas Keluarga 

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) 

Kabupaten Gresik harus bekerja extra guna untuk menuntaskan kasus – kasus 

yang ada dalam setiap tahunnya. Sarana pelayanan yang diberikan merupakan 

salah satu upaya dari Dinas KBPPPA agar masyarakat terfasilitasi jika melihat 

atau menjadi korban atas tindak pidana kekerasan dan penganiayaan. 

2. Proses penanganan kasus tindak pidana penganiayaan anak dilakukan oleh

pihak Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik bermula pada saat keluarga korban DRS 

dan MFS melapor pada dinas terkait. Pada saat keluarga korban melaporkan 

apa yang telah terjadi kepada anak DRS dan MFS team dari Dinas Keluarga 

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) 
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Kabupaten Gresik bergegas untuk membuat laporan guna untuk di serahkan 

kepada pihak kepolisian. Keluarga dari korban MFS dan DRS dibantu dan 

ditemani pada saat melaporkan kasus ini kepihak kepolisian. Tidak hanya 

menemani dan membantu dalam menyelesaikan perkara yang menimpa 

korban DRS dan MFS. Para pihak Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik juga 

membantu dalam penyembuhan akan fisik dan psikis korban dengan 

membawanya ke rumah sakit dan ke psikolog anak untuk di rehabalitasi guna 

untuk dihilangkan rasa trauma serta rasa takutnya. 

B. Saran 

Ditarik dari kesimpulan yang telah dipaparkan, adapun saran yang harus 

diketahui, diantaranya yaitu : 

Upaya dalam penanganan serta penanggulangan kasus tindak pidana 

kekerasan dan penganiayaan terhadap anak dapat dilaksanakan paling awal dalam 

ruang lingkup kehidupan berkeluarga, seperti mengajarkan anak – anak menjaga 

keimanan, membangun kemistri yang baik antara anak dan orang tua, 

menjelaskan dan mensosialisasikan kepada anak agar tidak mudah percaya 

kepada orang lain, mengawasi pergaulan anak, serta mendampingi anak dalam 

setiap kegiatan apapun. Untuk perlindungan hukum yang diberikan kepada 

korban yaitu anak perlu kiranya meningkatkan kerjasama antara lembaga satu 

dengan dinas – dinas yang lain, serta organisasi masyarakat guna untuk 
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meningkatkan mutu pendidikan dan ilmu pengetahuan agar anak dan orang tua 

dapat ikut serta membantu meminimalisir dan mengusut tuntas tindak pidana.
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